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ABSTRAK

Nama : Seily Grace Christine
Program Studi @ llome Hokum
Judul : Tirgavan Yuridis Tanggung Jawab Portal Terhadap

Webvertising Melalut E-Commerce Di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab portal terhadap webvertising melalui e-
commerce di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi ## case internet merupakan
tulang punggung bagi e-commerce. Potensl yang ditawarkan e-commerce sanpat besar
" salah satunya adolah melalui webversising yailn iklan melalui web vyang erat
hubungannya dengan dunia usaha yaitu sebagai jembatan bagi pelaku usaha dan
konsumen, Namun dalam praktiknya lerdapat webverifring yang melanggar hukem
sehingga menimbulkan kerugian yang Sdak sedikit terhadap konsumen.

Kata Kunci
Webvertising, e-commerce, iklan online

ABSTRACT
Name : Selly Grace Christine
Study Program : Law
Title » Juridical Consideration Portals™s Responsibilities to Webvertising

Throogh E-Commerce i Indonesia

This theais is about the portals’s responsibilities to webvertising through e-cormumgrce in
Indenesia. This is 4 normnative research with constitutional approach. The development of
information technology, in this case intermet is very essential to e-commerce. K-
commerce offers a great potensials such as webvertising (advertising through web) which
has a close relation with the business world as s media between agent and consumers.
However prativally, there are some illegal webvertising which have caused great losses to
the consumers.

Key Word : Webverlising, e-commerce, online advertisernent.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi’ yang pesat dan sangat maju teloh
mengubah wajah dunia. Secara umum, kehadiran teknologi informast in casu
internet’® telah melakukan Jima perubahan mendasar bagi dunia ekonomi, bisnis,
dan perdagangan, batk negara-negars yang menganut sistem common law maspun
civil law. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, teknologi informasi mengubah situasi pasar (marker place),
termasuk mengubah cara masyarakat dalam menjalankan bisnis. Contohnya,
hilang atau tergantikannya fungsi-fungsi perantara tradisional, berkembangnya
berbagal macam produl dan pasar baru, terciptanya hubungan yang lebih dekat
antara penjual dan konsumen, serta memngkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas di
dalam orginisasi atau perusahaan. Serangkaian perubaban tersebul terjadi, skibat
dari perdagangan elektronik vang dilsksanakan melalui mediom teknologt
informasi in casu internct merniliki pengarnh cukup besar dan telal tampil sebagai
kekuatan pendorong (catalye effect).?

Kedua, semakin cepat dan luasnya praktik electronic banking, sistem

pemesanan ket direct bocking, dan sistem pemasaran one o one marieting.

’Yzm}egi informasi adalab sejents teknologl aphikasi {gpliied rechnology) vang dapat digunakan
untuk merekayass dats {dalam bentuk apapon} menjadi suate informast. Dalam Pasel 1 Bulir 3
Undang-andang-No 11 Tahun 2008 tzotang Informasl dan Transsksi Blektvonik mendefinisikan
bahwa Teknologl Informasi adalah suate wknik mesgumpuiken, menyiapkan, menyimpan,
meraproses, mengomumian, menganalisis, danfatan menvebarkan informast,

*Intemner merupakan sekumpulan jalur informasi dwmia dan sumber telah memungkinkan dunia
menjadi masyarakat informasi yang sesunggobnya. Libat: Kamlesh K Bajaj dao Exebjani MNag
ditegfernahkan olel Iman Mavwardi, S-Commerce Revelusi Baru Dunia Bisnis, (Surabsya:
PT.Aksara Press, 2000), him.18.Dapat disimpulkan bahwa layanan utama internet sebagai media
uniwk (1} Menyebarkan dan memperolel informasi, umurmmya disajikan dalam bentuk website,
informasi dapat berupa teks, grafik, suara, vides staw dalam bentuk file yang dapat didownload,
{2)Berkomunikasi, baik melaivi media chaning berbasis teks (IRC), grafik (Yahoo Messenger),
taupun berkomunikasi snara (Skype), layaknye menggunakan telepon kabel, {3) Berkirim surat
{emuil}, {4) Bertukar data, salzh satunys dengae menggunaken aplikesi FIP, websire, maupun
koneksi peer to peer, {5) Remote Login, mampu menpeksekusi kompuiter durd jauh {telnet). Liliat
Yuhoelfizar, 70 Jam Meng. Internet, Tekeologi, dan Aplikasi, {Jakarta: Elex Mudis Xompuatinde,
194923, Kl 2,

“Peter Keen, Creig Balance, On-line Profits: A Manager's Guide to Electronic Commerce, Harvard
Husiness School Press, Boston, Massachusetis, 1997, him. 109, sebagaimana diambit dari M.
Axsyad Sanusi, Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi, (Fhe Indonesian Reach, lakarta,
20073, 144
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Ketiga, meningkatnya interaktivitas dalam perekonomian. Artinya, jika
selama ini Interaktivitas lebih banyak terjadi antara keluarga atau rumab tangga
sebagai konsumen dengan perusahsan-perusahaan kecil schagar produsen, maka
hadimya e-commerce’ terjadi pergeseran sedemikian rupa, misalnya terjadi
interaktivitas yang semakin intens antara individu-individu dengan duma secara
luas. Dalam perkembangan selanjutnya, dimana perangkat yang digunakan untuk
melakukan akses atau interaktivitas tersebut juga mengalami pergeseran, yatu dan
perangkat FPersonal Computer (PC) yang relatif mahal dan rumit berganti dengan
perangkat-perangkat lain yang lebih murah dan lebih mudah digunakan, seperti
pesawat televisi, tclepon maupun perangkat-perangkat teknologt informasi
lainnya., Meningkatnya Interaktivitas serta pergeseran perangkat vang
dipergunakan ind, secara fuas, masyarakal memiliki kemampuan yang semakin
besar untuk berkomunikasi dan beriransaksi kapan dan dimana pun. Infinya,
komunikasi serta transaksi tidak lagi harus terhambat oleh batas-batas dan mang
waki,

Keempat, meningkatnys keterbukaan dan transparans: dalam proses bisnis.
Hal ini dimungkinkan terjadi karena perangkat tcknologi informasi yang
digunakan sebagai media e-commerce membuka peluang bagi mitra-mitra bisnis
serta konsumen untuk lebih mudah mengzkses berbagai informasi dan defabase.
Dimana keterbukaan dan trapsparansi ini berkemimng menjadi strategi yang
menentokan  keberhasilan-keberhasilan  perusshaan-peruszhaan  bag  yang
melakukan bisnis e-commerce.

Kelima, e-commerce telah mengikis arfi penting veng dimiliki oleh ruang
dan wakw. Berkurangnya arti penting waktu ini, antara lain tercermin dari
kecenderungan  bahwa e-commerce dapat mempercepat  siklus  produksi,

memungkinkan perusabaan-perusahaan untuk melakukan kordinasi yang lebih

‘Sampai ssat inl pengamat belum menpenmtukan kesspakatan untuk merurouskan definisi e-
cammerce, Namun dapat dipabami bahwa e-conrmerce merupekan salah sate bentuk transakst
perdagangan yang paling banyak dipengarutu oleh perkembangean telmologi informasi. Black's
Law Divtonary mendefinisikan ecommerce sehagal "The praciice of buying and selling good's
and services through online customer services and internet. The v, g shortened form of elecironic,
has become o popuiar prefit for other terms associated with electronic transaction.” Tedgemahan
bebasnys adalab prakiek jual beli barang dan jasa melalui konsumen secara online & internet. E
yang merupekan istilah elekironlk, telah menjadi wwalen yeng populer wntuk istiah lein yang
berhubungan dengan transaksi elekironik

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH Ul, 2009



erat, serta memungkinkan konsumen-konsumen dan perusahsan-perusahaan untuk
melakukan transaksi bisnis selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.’®

Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya
dunta lebih ditegaskan dengan maraknya e-commerce yanyg diprediksikan sebagai
“bisnis besar masa depan”™ (the next big thing).® John Nielson, salah seoraug
pimpinan perusahaan Microsoft menyatakan, bahwa dalam kurun waktu 30 tahun,
30% transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melaln e-commerce.”

Menurut flashcommerce.com, nilal rata-rata transakst online sekitar 300
doilar AS, di antara sesama pebisnis, rata-rata nilat fransaksi mencapat 4600 dollar
AS.  Sementara itu, nilai  ansaksi  pade  fahun 2000, menurut
www.activemeadiaresearch.com, e-commercs menghasilkan 100 milyar dollar AS
dant sebuah penelitian yang dilakukan oleh WEFA Group bagi kepentingan Visa
Internasional, memperkirakan bahwa pasar dunta untuk perdagangan komersial 1m
akan melampaui saty triliun dollar AS pada tahun 2003 %

Dani data Internet World Stats, dalam satu dasawarsa terakhir jumilah
pengguna internet {neffer) di dunia meningkat drastis. Dari 0.4% pengguna dari
seluruh penduduk dunia di tahun 19985, kini naik hampir 60 kali lipat pada 2{38'8‘
Pan sejak tahun 2000, pertumbuhan netter dunia naik rata-rata 2% terhadap foral
populasi dunia. Dengan tren perturnbuhan internet dalam beberapa tahun terakhir
im, Indonesia menjadi pangsa pasar nefler yang sangat potensial, Diperkirakan
unfuk tahun 2008, 2009, dan 2010 gen pertumbuban setier Indonesia akan
meningkat rata-rata 20%. Diawal tahun 2008, jumlah netier Indonesia sckitar 25
juta pengguna. Dan diakhir 2008 diperkirakan telab mencapai 3¢ juta pengguna.’
Demikian pula halnya pada transaksi e-commerce di Tndonesia menunjukkan tren
yang akan terus naik dengan pesat. Nilai transaksinya miencapai 100 juta dolar
AS pada tahun 2000 dan akan naik roenjadi 200 juta dollar A8 pada tabun 2001,

*M. Arsyad Sanusi, ibid., him.145-145,

*Penjelasan ntes Rancangan Undang-undang Nomor,. . Tabun. ientang Pemanfaatan Teknolopd
Informasi, Jurnal Hukum Bisais, Vol.18, Maret 2002, h.96.

"Abu Bakar Munir, “Cyberiaw: Polivies and Challenges {Malaysiz, Singapura, Hongkong,
Butterworths  Asia)”, dalam Huala Adolf, Hubwm Perdogangan intermasional, {(Jekaris:
Bajagrafindo Pereada, 20043, M 161,

* “Volume Perdagangan Elektranik Tumbuh Pesaf”, Kompas, 5 Juli 2600, him 28.

? hitp i wwes internetworldstats.com diakses tanggal 12 April 2009,
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Deugan kehadivan dan pemanfaatan  internet  perusahaan-perusahaan
memperoleh banyak keuntungan, misalnya, ares atau ruang lingkup aktivitas
bisnis mereks menjadi semakin luas dan berjangkauan global sehingga
memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan ide-ide bara dan berbagai hal
tentang perusahaan mereka kepada konsumen atau klien-klien bara di seluruh
penjuru dunia. Disamping itu, bagi perusahasn-perusabaan tersebut, internet juga
menawarkan peluang iklan yang tanpa batas. Dengan demikian, sckalipun
perspektif vang digunakan berbeda-beda, namun tetap disepakati bahwa internet
merupakan tulang punggung bagi e-commerce dan potensi yang ditawarkan
intermnet dan e-commerce sangat besar.'”

Periklanan sangat erat hubungannys dengan dunia usaha, karena media
iklan merupakan jembatan yang penting antara pelaku ussha dan konsumen,''
Yklan yang dipasang di media internct uniuk selanjuinya dischut webvertising
sebagai media bar dinilai memiliki prospek yang cerah dalam dunia bisais baik
di masa sekarang yang sedang mengalarn: krisis ekonomi global maupun masa
yang akan datang.

Fertama, dampzk dar sistem perekonomizn Kkapitalis liberal telah
merekonstruksi kultur masyargkat untuk ikut serta terlibat dalam lalu hintss
perdagangan barang dan jasa, khususnya negara-negara berkembang. Budaya
masyarakat konsumntif adalah cermin dari komstruksi masyarakat baru {new
societyy vyang tidak lain merspakan ireplikasi dari era  industrialisasi.
Kecenderungan masyarakat konsumtif§ merupakan lahan sckaligus tantangan bagi
pelaku usaha untuk mengeksploitasi rminat beli tersebut dengan memasarkan
schanyak-banyaknya produk barang atau jasa. Salah satu alat yang sering dipakai
dalam lalu lintas tersebut adalab jklan (promwo)."? Webvertising dinilai lebih
efektif untuk menarik para pembeli.

Kedua, webvertising mampu menjangkau masyarakat yang sangat luas.

Mengingat bahwa internet tidak terbatas pada ruang dan wakitu maka dapat

"Kamiesh K. Bajaj dan Debjani Nag, E-commerce:The Cutting Edge of Business, McGraw-Hill,
New Delhi, 1959, him.74, dulam M. Arsyad Samusi, #54d him 141.

YN Sighamn, Hukum Konsumen Perfindungan Konsamen dan Tanggung Jawab Produk,
(Jakarta: Pansal Rei,2003), him, 126,

" Taufi H.Simatupang, dspek Hudum Perilianan, (Bandung;: FT.Citra Aditya Balkti, 2004),k.17.
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diakses secara bersamaan deri berbagal pengguna di seluruh dunia kapan pun dan
dimangz pun,

Ketiga, webvertising rendah pengeluaran. Apabila dibandingkan dengan
iklan media konvensional seperti media televisy, dimana dalam produksi iklannya
dapat menghabiskan dana puluban juta bahkan ratusan juta.

[ Indonesia webvertising termasuk masih relatif bary di Indonesia. Kasus
penipuan konsumen melalui webvertising memang belurn marak ditemukan di
Indonesiza dan darmpak negatifnya mungkin masih kurang dirasakan, sehingga
kurangnya kesadaran konsumen atas hak-haknya dan kurangnys pemabaman
konsumen atas mekanisme dalam penuntutan bahkan ditengarai para pelaky
usahanya pun demikian. Selain itu webverfising merupakan salah satu tampilan
bentuk penawaran dalam suatu media internet.

Pengatoran iklan pada media konvensienal dicoba untuk diterapkan dalam
media internet dan masih diatur secara parsial yait pengaturan Undang-ondang
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindimgan Konsumen (UUPK) yang tidak mengatur
periindungan konsumen dalam e-commerce, Dimana UUPK mengenal konsumen
sebagal pemakat akhir (end wser) bukan konsumen antara. Begitu puls halnya
Undang-undang No.11 Tzhun 2008 teniang Informasi dan Transaicsi Elektronik
sebagatl payung hukum pertama bagi pengaturan di bidang teknelogl informasi
yang belum mengatir mengenai webverfising.

Permasalahanniys adalah terkait deagan iklan yang ditayangkan dalam
suati website tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan kepada konsumen. Kasus
webvertising yang menarik misalnya kasus ikian akses intemet vang tidak jelas
vaitu seperti yang dialami oleh Frans Sidarta dengan provider internet telkomnet
instan. Frans kecewa dengan iklan tersehot bahwa teikomnet instan mampu
melakukan akses “termudah, cepat, dan dimana-mana”™ temyata tidak terbukt.
Frans mendapat: bahwa di tempatuya tidak dapat mengakses internet milik tetkom
tersebut, padahal dalam iklan tidak dibatasi arca mana saja yang masih belum bisa
mengakses telkomnet instan. Y

YPengaduan YLKI seputar informasi akses internet yang tidak jelas, scbagaimoana diambil dad
Bdmon Makarim, Pengantar Hulum Telematika Swam Kompilesi Kaflan, (Jakarta: Raja Grafmde
Persada, 2005), him 353,
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Pada hakikatnya iklan in casu webvertising merupakan janii dari semua
pihak yang mengumumkanuya dan mereka berlanggungiawab atas setiap akibat
hukumnya. Seperti dalam webvertising terdapat tanggung jawab pengiklan,
perusahaan periklanan, penyedia jasa layanan iklan atau portal-portal di internet,
Maka diharapkan ferdapat pengaturan yang jelas mengenali pembedaan dan
pemiszhan yang jelas antara tanggung jawsb para pelaku usaha 7 casu portal.

Berdasarkan latar belakang vang telsh diuraikan diatas, penulis fertarik
untuk mengarnbil judul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB
PORTAL. TERHADAP WEBVERTISING MELALUI E-COMMERCE D)
ENDONESIA™,

1.2 Perumusan Permasalahan
Dari latar belakang masalah diatas, maka penehtian ini difokuskan pada 3
{tiga) pokok penmasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah webvertising dalam e-commerce di Indonesia?
2. Bagaimanaksh tanggung jawab hukum portal sebagai agen elekironik
dalam webverising?
3. Bagaimanakeh keterkaitan Undang-undang No.ll Tahun 2008 tenfang
Informast dan Transaksi Blektronik dengan Undang-undang No. 8 Tahun
1999 f(entang Perlindungan Konsumen terhadap portal sebagal agen
elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adzpun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untak mengetahui lebih jauh mengenai webvartising dalam perkembangan
e~commerce di Indonesia. -

2. Untuk mengetahw seberapa jauh tanggung jawab hukum portal sebagai
agen elektronik dalam webvertising.

3. Untuk mengetahui keterkaitan antara UUPK dengan Pasal 15 UU ITE
berkenaan dengan portal sebagai agen elektronik dalam konteks “andal,

aman, serta bertanggungjawabh”,

niversitas Indonesis
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1.4 Tinjanan Pustaka
1.4.1 Landasan Teori

Untuk menganalisis dalz mengenal tanggong jawab portal terhadap
webvertising melalui e-commerce di Indonesia, penulis menggunakan beberapa
teori hukum yaitu teori sistem hukum, teori ekonomi, dan teori pembaharuan
hukum. Pengaturan hukum webvertising seyogyanya berupa pengadaan peraturan
perundang-undangan yang mencakup perangkat hukum yang berkaitan sehingga
menpakan satn sub-sistem di dalam suaty sistem hukum nasional. Namun sampai
saal ini periklanan in casu swebverdtsing belum diatur secara khusus dalam
undang-un-dangnya sendiri,

Tujuan hukumn yang kompleks itt hanya mungkin diwujudkan secara baik
dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik
dan stabil i hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi
dengan baik dao benar. Maka, ketika pembahasan menyentul kedua sspek hulamm
i, aspek fungsi dan prosesnya, pembicarsan tidak lagl dapat dikindarkan dari
keharusan untuk membicarakan totalitas dari keseluruhan komponen sistem iy,
dan salu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuban ini adalah
pendekatan  sistem  atau teori sistem  hukum.®  Soedikno Mertokusumeo

P menyatakan bahwa:

“Hukum itu merupakan suatu tatanan, yaitu seatu kesatuan yang utuh yang
terdin dart bagian-bagian atau wmswr-unsur yang saling berkaitan erat
{berinteraksi) satu sama lain dan bekerja sama uniuk mencapai tujuan
kesatuan. Dalam kesatuan itu tdak dikehendaki adanys konflik,
pertentangan atau kentradiksi antara bagian vang satu dengan bagian vang
lainnya. Dalam hal tefjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan
di dalam sistern itu sendiri, Masing-masing bagian dari kompleks unsur-
unsur itu {peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum) tidak
berdiri sendiri lepas hubungannya dengan satu dengan yang lain, di luar
kesatuan tap bagian 1tu tidak memtliki arti.”

Mengenat sistem hukum (Jege! spstem), Friedman menyataken bahwa

sistem hukum terdin dari tiga slemen, vaitu elemen struktur {struciure), substansi

"“M.Solly Lubis, Palitk dan Hukum di Erg Reformasi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000),
&l 55-56,

USaedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum {Suary Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, Tanpa
Tahun), hlm 115,
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{(substance), dan budava hukum {(fegal culture).'® Aspek struktur {(strucnre) oleh

Friedman dirumuskan sebagai berikut:

“The structure of legal system consist of elements af this kind: the number
and size of courts: their yuridiction {that is, whai kind of cases they hear,
and how and whyj, and modes of appeal from one court to another.
Structure also means how the legisiature is organized, how piany members
sit on The Federal Trade Commisyion, what a president con (fegally) do or
not do, what procedures the police department follows an so on.”

Dengan demikian Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan
struktur hukum adalah struktur yang terdini dari elemen-clemen jumiah dan besar
badan peradiian, bagaimana peraturan pernndang-undangantya dan prosedur apa
vang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Elemen kedus dari sisiera hukwmn adalah substansi hukum {substance).

Penjelasan Friedman tethadap substansi hukurn adalah sebagat berikut:

“By this is meani the actual rafes, norms, and behavior patterns of people

inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the

terms~ the fizct that the speed limit is fifty-five miles an howr, that buglars

can be xent to prisom, that “by law” a pickle maker has to list his

ingredients on the label of the jar.™

Dengan demikian Fnedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan
substansi hukum adalah peraturazz-?eramran yvang ada, nomma-norma dan aturan
tentang perilaku manusiz, atau yang bigsa dikenal orang sehagar “hukum” itulah
substansi luikum. Sedangkan mengenai budaya hukem, Friedman mengartikannya
sebagat sixap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukem, tentang
keyakinan, ntlal, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam

tulisannya Friedman merumunskannya sebagai berikut:

"By this we mean people's attitude rowards luw and the legal system their
beliefs, values, ideas, and expeciations. In other words, it is that purt of

the general culture which concerns the legal system”

' awrence M Friedman, dmerican Low, him, 5, Sebagaimsns diambil dalam Ivosentivg Samsul,
Perlindungan Konsumen Kspoungkinan Penerapan Tonggung Jowad Mutlak, Cetl, (lakarts,
Universitas Indonesia, 20043, bim 22
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Friedman menyatakan: “The system is constantly changing: but parts of # change
at different speeds, and not every part changes as fast as certain parts.” Friedman
berbicara mengenal perubahan clemen-clemen sistem hukum ketika menjelaskan
tentang clemen struktur, yang menurut Friedman, sesuai dengan pendapatnya
yvang mengatakan bahwa perubahan dan clemen-clemen tersebut dalam keecepatan
yang berbeda-beda, pervbaban struktur lebih lambat dibandingkan denpan
perubahan substansi sistern hukum. Artinva sangat relevan kalau penelitian ini
mengangkat perubahan substansi bukum mengalami perubahan yang relatif lebih
cepat dibandingkan kedua elemen lainnya. *’

Di banyak negara berkembang penegakan hukum dianggap sangat lemah.
Faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tidak hanya semata-mata
pada dominannya korupsi dan kolusi melainkan juga pemahaman aparat hukum
terhadap suaty produk peraturan perundang-undangan. Kekuranglahuan aparat
pencgak hukuwm dalam peratwran perundang-undangan di bidang teknologi
informasi in casu wabvertising akan berakibat pada tidak diberinya keadilan oleh
mereka. DI samping itu budays hokurn masyarakat turut menentukan pencgakan
hukum suatu perasturan perundeng-undangan. Peraturan Perundang-undangan
vang mengatar nilat-nilal vang tidak scsuai dengan nilai-nilal yang hidup dalam
masyarakat akan sulit ditegakkan dihandingkan dengan peraturan perundang-
undangan yang memmual nilai-nilai vang sesual dengan nilai-nilai yang berlaku d
suaty masyarakat.

Teknologi Informasi dan periklanan i casu webvertising belum dikenal
secara luas oleh masysrakat Indonesia yaitu komsumen dan para pelaku
periklanan, schingga ketidaktahuan mercka dapat berakibat pada lemahnya
penegakan hukum peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Di
sint peran dari pikak vang menginisiatifkan peraturan perundang-undangan DPR
atau Pemerintah di bidang teknologi informasi dan penklanan in casu
webvertising sangsi penting, Mereka harus dapat mengukur tingkat perkembangan
masyarakal pada kegiatan webveriising. Hal ini penting agar terhindar suatu
peraturan perundang-undangan yang sangat bagus namun karena {idak mengikufi

Ubid, hlm. 25.
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perkembangan masyarakat dapat menjadi hukum yang matli atau menjadi simbol
belaka

Teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith yang menyebutkan
produsen selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan
konsumen, Menurut teori Adam Smith kedudukan dan peran konsumen di pasar
sangatiah dominan. Konsumenlsh vang mengatur pasar dan hubungan antara
konsumen dan produsen. Teori ini berpengaruh terhadep pembentukan feon
hakum perlindungan konsumen yang kemudian melahirkan doa teort besar, yaitu
perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pernerintab (unregulaied
market place} yang difiwal oleh prinsip laissez-faire yang menjunjung tnggl
kebehasan berusaha dan kekuatan pasar atas peraturan perundang-undangan
sebagai alat unmk mengawasi kegiatan ckonomi dan perlindungan konsumen
dengan intervensi pemerintab terhadap pasar (govermment regulated markel
place). Dickey dan Ward, menpungkapkan kondisi pasar yang membutuhkan
adanya peraturan sebagai berikut:

"Competition acts oy o purifying agent within a free enterprice market: i

provides an impersonal jorce which purges such markets of inefficieni
business and with thwe ail form anti consumer praciices, particularly the
manipulation of the price and quality of goods for the sole benefits of the
involved. Accordingly, all other things being equal, the best consumer
legislation is that which creates the most favourablie condition under
which effective competition can thrive, "'’

Dalam UUPK pada Kongideran menimbang buruf ¢ menycbutkan
bahwa™.. dengan semakin terbukanye pasar nasional sebagai akibat dan proses
glohalisasi ekonomi harus fetap menjamm peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan bavang dan/atau jasa yang
diperclehnya di pasar,” Selain ity dalam Paszl 4 butir ¢ UJUPK konsumen berhak
mendapatkan informast yang benar, jelas, dan jujur serfa bertanggungiawab.
Dimang hal tersebut berpengaruh terhadap penentvan pilihan atas produk yang

diinginkan konsumen tersebut, Dalam webvertising, posisi konsumen dapat

"nickey and Ward. “Consumer Legislation in Sosio-Economic Perspective: Observation from the
Enagcmment of One Statg,” 13 UWALR{IDTE), him. 378 dan bl 281 dalam ALA Tary, Consumer
Protection, bl 405, Sebagaiman dizambi] dalam Inosentius Samssl, Loc. Cit

P1bid., bim. 23,
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dikatakan lemah maka ia harus dilindungi ofch hukum. Salah satu sifat sekahgus
tujnan  hukum adalah  memberikan perlindungan  (pengayoman) kepada
masyarakat,'® ‘

Munculnya pameo “het recht kinkt achter de feiten ann” yang artinya
balrwa hukum ketinggalan dengan peristiwa yang diaturnya. Memang demikian
sifat apabila hulnm dikaitkan dengan teknologi, karena tidak mungkin manusia
dapat mempredikst teknologi spa yang akan diketernukan di masa depan
kemudian mengaturnya dalam suwatu produk hukum. Namun, hal yang penting
untuk diperhatikan adalah berapa lama waktu yasg dibutubkan untuk pada
akhimya hukum terbentuk seteleh muncul teknologi baru.

Cepat lambatnya pembentukan hukum akan berpengarub pada kestabilan
masyaraka:, kedamaian, dan ketertiban yang hendak dituju cleh hukum dengan
adanya perkembangan feknologi baru. Pembentukan hukem yang lambat akan
berdampak pada banyaknya pelanggaran yang tidak dapat disclesaikan karena
tidak adanya hukum yang mengatur” Pembaharuan bidang hukum perio
dilaksanakan guna menentukan strategi pembangunan ekonomi yang tepat arah
dan fepat sasaran.

Pembaharuan tersebut berfungst untuk mendorong pembangunan ekonomd
dan jugas menghindarkan akibat negatif yang timbul dar industrialisasi. Salah satu
wujudnya sadalah dengan mengembangkan fungsi bukum kedalam kepiatan
pembangunan ekonermi. Peranan hokum disini sangat penting dalam menghadapi
berbaga permasalahan di era perdagangan dan persaingan behas. Hukum dituntut
memainkan perannyd dalam menghadapi pasar bebas. Dalarn hal ini fangsi hukum
tidak lags hanya untuk menjaga ketertiban, tetapt bukum dapat berfungsi sebagai
alat pembaharuan masyarakat.”

Teon hukum yang dikemukakan oleh Roseos Pound bahwa, “Law is a inol
of social engineering” Keistimewaan gagasan Pound tentang fungsi hukum
sebagi alat perubahan sosial terhihat dari pandangannya mengenal masyarakat

vang terus-menerus berkembang dan maju melaiui peranan hukum, Jadi hukam

"Sidharte. Hideenr Perlindungan Konsumen Indonesia. (Takana:PT Grasinds, 2000}, him 9.
*Hikmahanto Juwana, Aspek Penting Pembentukan Hukum Tekasologi Informasi Di Indonesia,
Junal Hukum Bisnis, Yol 16, November, 2001, him.50.

FMoachiar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hulum dalam Pembangunan Nasional,
{Bandung:Biracipta, 1976), him.11.
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tidak saja memehhara peradaban yang sudah ada (hukom sebagai secial comrol}
tetapi hukum jugs menciptakan peradaban (hukum sebagai alat sociaf
engineering). Untuk itu para ahli hukum dituntut untuk menciptakan hukum,
bukan saje untuk mengatur dan menyusun atau mensistemasikan bahan-bahan
hukum yang telah ada karena pada zaman yang modern ini terjadi perkembangan
teknologt vang pesat dan pola perubahan perilaku dalarn masyarakat. Maka
hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dan secara terus-menerus
berfungsi sehagai social engineering. *

Anggapan yang lerkandung dalam konsepsi hukum scbagat dasar
pembaharuan adalah babwa bukum daiam arti keidah alau peraturan hukum
memang dapat berfungsi sebagal alat (pengstur) atau sarang pembangunan dalam
arti penvalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan
atau pembaharuan®® Di Indonesia dimana undang-undang merapakan cara
pengaturan yang utama pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti
;}&znbaharu.m hukum tertama melalai peratoyan penmdmguzmdangan.z” Dengan
demikian dengan ketersediaan hukum vang mengatur mengenai perikianan in casz
webvertising dapat membawa angin segar bagi perkembangan hukom di Indonesia
atas terciptanya kepastian hukum,

1.4.2 Defimst Operasional

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman terhadap obyek penelitian mi.
dipersepsi secara berbeda, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dimana
hal ini dilakukan untuk memperoleh kesamaan pemahaman iethadap heberapa
pengertian konsepsional dalam istilah-istilah sebagai berikut: '

Informasi Flelyronik adaleh sate ataw sekompulan data  elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada (ulisan, svara, gambar, peta, rancangan, folo,
electronic datg interchangs (EDT), surat clektronik (electronic mail), telegram,
teleks, ielecopy staun sejenisnya, hurnf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau

eikias Hetharia, Fungsi Hulum Menzrut Roscoe Pound, {3akarta:Program Paxca Sarjana 1,
19963, him 159,

Muochtar Kusumaatmadia, Hukum, Masyarakat dan Pembincan Hukum Nasional, {Bandung:
Rinacipta, 19763, him.14.

“1bid.
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perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipabami oleh orang
yang mampu memahaminya ®

Trarnsaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Kompater, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya?é

leknologi  Informasi adalah suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumbkan, menganalisis, dan/atau
menyebarkan informasi.*?

Sistem Elekironik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersispkan, mengumpulkan, mengolah, wmengapalisis,
menyimpan, mengmpilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebackan
Informasi Elektronik.*®

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik
oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atan masyarakat;™

Agen Elekeronix adalah perangkat dard suatu sistem elekironik yang dibuat
untuk melakukan suatu tindakan terbadap suatu informasi clektronik tertentu
secara otomati yang diselenggarakan oleh orang.™

Kompruter adalab alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik,
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan,”

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistern Elektronik yang
berdiri sendiri atau dalam jaringan.?

Kontrak Elektronik adalah perjanjlan para pihak yang dibuat melalui
Sistem Elektronik.™

FPengirim adalah subjek hukum vyang mengirimkan Informasi Elekironik
dan/atau Dokumen Elektronik,

Penerima adalah subjek hukom yang mencrima Informasi Elektronik
dan‘atau Dokumen Blektronik dari Pengirim. ™

“Undang-nodang No, 11 Tebun 2008 tentang fnformask dan Transaksi Blekironik Pasal § butic (1)
*Ibid., Pasal 1 butir (2}

Fibid., Pasal 1 butir ()

Bibid., Pasal 1 butir {5)

Btbid., Pasal | butir {6)

*bid., Pasal | butir (8)

*'1bid,, Pasal 1 butir (14)

Ihid,, Pasal 1 butir (15}

Ibid., Pasal 1 butir (17}

*Ibid., Pasal | butir (18)
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Jdan, termasuk dalam pengertian iklan ialah:ikian korporal, ikian layanan
masyarakat, iklan promo program,; tidak termasuk dalam pengertian iklan ialab
pemerekan(hranding}, alang(evens), dan pawikraya(mex@:}zandrls*ing).}(’

Konsumen adalah pengguna dari sesuatu produk yang digunakan.”

Media dapat berbentuk surat kabar, majalah, televisi, radio, papan iklan,
poster, pos langsung, petunjuk penjualan, selebaran, pengentar penawaran,
halaman kuning, alat peraga, novelti, internet, dan sebagainyaf’ 8

Pelaku adalah pengiklan, perusahaan periklanan, atau media periklanan.*®

Periklanan adalah mencakup penjualan atau pemasaran langsung {(direct
selling/marketing),publisitas,promosi penjualan, adventorial/infotorial/inspitorial}
dsh., huwara (adlib), sisipan media (media inserl), text berjalan (ruaning rext),
logo/merek beranimasi, serta semua bentuk barm komunikasi pemasaran, termasuk
yang menggunakan teknologi informasi.*®

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan fasilitas akses dar
satu titik terhadap sumber-sumber informasi online terdistribusi, seperti dokumen
yg didapat meialui pencanan, kanal berita dan Zink ke situg khusus. Untok
mempermudah wser, biasanya disedizkan Kemampuan pencarian  dan

pengorganisasian informasi.”!

1.5 Metode Penelifian

1.5.1 Jenis Penelitian
Penelitian ind adalah penchitian yuridis normatif, metode penelitian yang
mengacy kepada nomma-norma hukum vang terdapat di dalam  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang No. §
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No.11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transsksi Elektronik serta sumber hukum lainnya
yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bersifat deskrptif,

yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang

rbid., Pasal | butir (19}

*Etika Prawara Indonesia, ibid., Bim 54
¥ shid hlm 55,

#bid.

Yrbid, him.57.

“rhid, him.58.

Ut /fmuchlas.ee uad sc. i/ 2downloadeport aimubanmmadivah ppt diakses tanggal 10 Juni 2009,

Universitas Indonesia
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objck sudah ada kermudian dipskal untuk memberikan gambaran tentang objek
penelitian secara lebih lengkap. Sedangkan dipandang dari sudut bentuknya,
penehitian i termasuk penelitian preskriptif.

Metodologi dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan
penelitian bukum normatif, yakm penelitian hukom yang dilakukan dengan cara
menelitt bahao pustaka ateu library research. Adapun tipe penelitian yang
dilakukan dari sudut bentukmya merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan
untuk mendapatkan saran-saran mengenal apa vang harus dilakekan untuk
mengatasi masalah-masalah  tertentu™® Berdasarken sudut penerapannys,
penelitian mi termasuk penelitian yang berfokuskan masalzh. Dengan demikian
obyek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah norma hukum, yaitu mengkaji
peraturan perundang-undangan vang dikaitkan dengan webvertising di Indonesia.

Per'elitf menggunakan pendekatan yuridis yaitu penelitian Undang-undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Blekironik, Undang-undang
Neo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesiz dan
peraturan perundang-undang lamnya. Dalam penelitian ini pendekatan yunidis
dipakai sebagai pendekatan pokok atau utama.

1.5.2 Data yang digunakan
Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan
vang berdasarkan pada data sckunder. Data vang dipergunakan dalam penelitian
ini melipuii™:

a. Bahan Hukum Primer vaitu bahan-bahan yadg memiliki kekuatan
mengikat kepada masyarakat dalam hal ini adalah peraturan perundang-
undangar vang berlaku dan berkaitan dengan webverfising di Indonesia
vaitu undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elekironik, Undang-undang No ¥ Tahun 1999, beserta perafuran
perendangan lainmya peraturan pelaksanaannya.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan vang menjelaskan bahan
hukum primer seperti buku-buku, naskah akademik rancangan undang-
undang, hagil penelitian, surat kabar, majalah, makalah, intemet, dan data-

QzSeeqsno Soekanto, Fengantar Penelition Hukum, {Jakarte;Ul-Press, 2008}, him 10,
#8ri Mamudji dan Hang Rabardjo, Teknik Monyusun Karya Tulis [imiah, Jakaria: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2001, kim.3,
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data lainnya vang masih berkaitan dengan webvertising dalam e-
CONIREroe.
¢. Bahan hukum tersier vyaitu bahan yang memberikas petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder.
Bahan ini didapat dari kamus hekum dan ensiklopedia.
1.5.3 Cara Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penelitian
ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan-tulisan yang
berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu webvertising dalam e-commerce
vang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bula, surat kabar, majalah,
makalah seminar, kamus dan ensikiopedi. Data-data yang dipercleh kemudian
diolah melalui analitis dan konstruksi data dengan maksud membenkan gambaran
vang komperensif mengena foma penelitian ini,
1.5.4 Meiode Analisis Data
Analisis vang digunakan penelitian ini adalah secara kvalitatif. Hal ind digunakan
untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Dengan mendapatkan

jawaban sesual dengan pokok permasalahan dalam penelitian,

1.6 Sistematika Penulisan
Uniuk kejelasan penulisan yang logis dan teratur. Peneliti menguratkan
materi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:
BARL Pendahuluan akan menguraikan Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunasn Peneliban,
Landasan Teori dan Defimisi  Operasional, Metode
Penelitian dan Sistermnatika Ponulisan,
BARB II: Dalam Bab imi akan dibahas dan dianalisa mengenai
' tinjavan umum dalam e-commerce dan webverlising serta
pengaturan hukumnya,
BRARB L Dalam Bab ini akan dibzhas dan disnalisa mengenai
tanggung jawab portal ierhadap iklan yang dipasang di
websitenya ditinjau den fanggung jawabnya terhadap

ltlJniversitas Indonesia

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH Ul, 2009
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sistem informasi yang tidak beroperasi sebagaimana
mestinya, iklan yang menvesatkan, dan produk yang cacat.
Dalam Bab ini zkan dibahas dan dianalisa mengenai
keterkaitan Pasal 15 Undang-undang No.1l ‘Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksl Elektronik dengan
Undang-undang No.& Tahun 1999 tentang Perlindungan
Kensumen mengenai portal sebagai agen elekironik dalam
konteks “andal, aman, serta bertanggungiawab™.

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran, yang merupakan Bab
Penutup. Penutup akan menyimpulkan hasil-hasii penelitian
yang telah ditbangkan dalam bab-bsb sebelumnyz dan
mengajukan saran sebagai implikasi teoritis maupun prakiis

penelitian ini.

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FHInivea%sitas indonesia



WEBVERTISING gﬁ:ﬁ& E-COMMERCE
2.1 E-Commerce Dalam Dunia Bisnis

Paradigma bisnis baru yaitu e-business atan yang lebih dikenal dengan
istilah e-commerce akan terus berkembang dan berdampak besar bagi prakiik
dunia bisnis. E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan
vang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.
Implementasi e-commerce menuntut pergeseran paradigma secara fundarental,
dari yang semula traditional market place yang menekankan mteraksi secara fisik
antara penjual dan pembeli, lalu hntas informasi, produk barang danfjasa, dan
pembayaren bersifat fisik (focation based} dan atom based product menjadi
market place yang mengandalkan iransaksi elektronik yaitu transaksi bisais yang
bersifat paperiess dan pertukaran informasi melalul Electronic Data Inierchange
(EDD, E-mail, electronic bulletin boards, electronic fund wransfer, dan teknolog
latrmya yang jugs berbasis janngan.

Tialam dunia virtual market place, aliran informasi produk, proses
komunikasi antara produsen dan konsumen, distnbusi barang/jasa dan transaks:
berlangsung dalam dunia maya/virtual. Dalam dunia virtual, batas-baias geografis
sudah tidak lagi relevan (borderiess), market place justru lebih berupa bit-based
products (seperti kode-kode instruksi atau bahasa komputer, perangkat lunak
semacam xefscape alau internet explorer) yang didistribusikan secara elekironik
dalam ruang maya. Setiap crang yang memiliki aksss ke mnternet dapat mengambi]
bagian dalam model bisnis mutakhu ini, rmisalnya dengan melakukan drowsing di
imternet untuk mencart informasi mengenal produk, produsen, dan harga,
mendownlpad perangkat lunak atau data tertentu, mengirim e-mail kepada
produsen, melakukan chatting dengan konsumen lain, melakukan transaksi
pembayaran dengan aneka fasilitas mutakhir (seperti kartu kredit, smart card,
internel interface maupun automatic ordering), dan sebagainya.

Selain disebabkan oleh adanya perkembangan tekneologi informasi yang
meliputi singkatnya usia siklus hidup produk dan teknologi, inovasi yang muncul
hampir setiap waktu, information overigad, dan berkurangnya rasio biaya

teknologi terhadap kinerja, e-commerce lahir dari tuntutan masyarakat terhadap
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pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Melalui internet, masyarakat
memiliki ruang gerak vang lebih lpas dalam memilih produk {barang dan jasa}
yang akan dipergunakan tentunya berbagai kuatitas dan kuantitas sesuai dengan
yang diin ginkan.’

Faktor-faktor vang mendorong perkembangan yang pesat dan e-commerce
itu sendiri, antara laim:*(1) e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkan
lebih banyak pelsnggan dan setiap saat pelanggan dapal mengakses selurub
informasi secara terus-menerus hal tersebut berkaitan dengan sifat internet vang
borderless schingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, {2} e-commerce
dapat mendorong kreatifitas dari pihek penjual secara cepat dan tepat dan
pendistribusian informasi yang disampaikan berlanpsung secars periodik, {3} &
commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif, (4) -
commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan vang cepét,
mudah, aman, dan skorat,

E-commerce merapakan bidang yang multidisipliner (multidisplinary
fieldy yang meucakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi,
pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data {ressieval) dari multimedia;
bidang-bidang bisnis sepertt pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan
(procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing and payment),
dan manajemen jaringan distribusi (sepply chain managementy; dan aspek-aspek
hukum seperti information privacy, hak milik intelektual (intellectual property),
perpajakan (taxation), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum fainnya.”

E-Commerce adalah konsep vang menjclaskan proses pembelian dan
penjualan darl suatu produk barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer
vang melmgkup internet. Undang-undang No.11 Tahun 2008 Pasal 1 Bulir {2)
merztiefinis.ikan Transakst Elekfronik adalah perbuaian hukum vang dilakukan

‘Esther Dwi Magfirah, Perlindungon Kensumen Dalam E-Commerce, sebagaimana diambil datam
hitpfiwwry solusibukum coms/artikxel/antikel3 | nhe diakses tanggal 12 April 2008

* Riyeke Ustadivanie, Framework £-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001),him. 138.

* Sutan Remy Sjshdeind, “E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukur™, Jurnel Hukum Bisnis,
Vol.12, 2000, hlne17.
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dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektromk
lainnya, Black’s Law Dictionary definisi e-commerce sebagai berikut*:

The practice of buying and selling good'’s and services through online
customer services or the internet. The e, a shortened form of electronic,
has become a popular prefif for other terms associated with electronic
transaction.

Terjemahan bebasnya adalah:

Praktek jual beli barang dan jasa melalui pelayanan konsumen secara
onl'ne di intemet. E yang merupakan singkatan dan elektronik, telah
menjadi awalan yang populer untuk istilah [ain yang berhubungan dengan
transaksi elektronik.

Sampai saat ini para pengamat belum menemukan kesepakatan untuk
merumuskan definisi e-commerce. Namun dapat dipahami bahwa meskipun
demikian, istilah e-commerce sebenamya dapat di definisikan berdasar 5 (lima)
perspektif® yaitu (1) On-line purchasing perspective yaitu sistem yang
memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan informast melatui intemet
dan jasa online lainnya. Terfokus pada transaksi online, (2) Digitql
communications perspective yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman
informasi digital produk, jasa dan pembayaran online. Terfokus pada komunikasi
secara elektroms, (3) Service perspective yaitu sistem yang memungkinkan upaya
menekan biaya,menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini,
dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Terfokus pada efisiensi dan
layanan pelanggan, (4) Business process perspective yaitu sistem yang
memungkinkan otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Terfokus pada
otomatisasl proses bisnis, dan (5) Market of-one perspective yaitu sistem yang
memungkinkan proses customization produk dan jasa untuk diadaptasikan.
Terfokus pada proses customization pada kebutuhan dan keinginan setiap
pelanggan secara efisien. '

E-commerce adalah suatu jenis transaksi perdagangan yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:® terjadinya transaksi antara kedua belah pihak,

+ Bryan A. Gamer etal.(eds). Black’s Law Dictionary. Seventh Edition, (West Group, St. Paul
Minn, 1999),h.530

3 Perspektif Definisi E-Commerce, http://www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce, diakses
tanggal 15 Juli 2009,

“Richardus Eko Indrajit, E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Cet.l,
(Jakarta:PT.Elex Media Komputindo,2001),hlm.2.

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FHQJﬂiXﬁ@s“as Indonesia



21

acdanya pertukaran barang dan jasa dan menggunakan internct sebagal medium

utama dalam proses dan mekamsme perdagangan. Terdapat 6 (enam) komponen

dalam kontrak dagang elektronik yaitu;

1.
2.
3.
4.
3.
5.

acda kontrek dagang;

kontrak dilaksanakan dengan media elektronik {digital);
kehadiran fisik dari para prhak tidak diperiukan;
kontrak itu terjadi dalam jatingan publik;

sisteranya terbuka yaltu dengan intemet afau www,

kontrak itu terlepas dari batas, yurisdiksi nasional.’

2.1.1 Karakteristik £-Commerce

e Transaksi Business to Business (B to B)

Transaksi business t0 business ateu vang senng disebut dengan B (o B

adalah transaksi antar perusahaan (balk pembshi maupun pemjual adalah

perusahaan). Biasanya diantara mereka telah saling mengetahui satu sama fain dan

sudah tegalin hubungan yang cukup lama. Pectvkaran informasi hanya

berlangsung ¢i antara mercke, dan pertukaran informasi ity didasarkan pada

kebutuhan dan kepercayaan.

Merupakan sistern komunikasi bisnis onfine aptar pelaku bisnis. B to B

rnemiliki karakteristik sebagai berkub:

L.

Frading patrers vang sndah saling mengetahui dan antara mereka sudah
terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi
hanya berlangsung di antara mergka dan karepa sudah sangat mengenal,
maka perfukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan
kepercayaan (frust);

Pertukaran data {data interchange) dilakukan secara berulang-nlang dan
berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, service yang
digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar
vang sama;

Salah satu pelaku tidak harus menunggn partner mereka lainnya untuk

rengirim data;

"Mariam Darus, Koatrak Dagong Elekivonik Tijouwan dori Aspek Hulwm Perdgju, datum
Kompilasi Hukum Perikatan, op.clf, Bim 288,
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4. Model yang umum digunakan adalah peer fo peer’, dimana processing
intefligence dapat didistnibusikan di kedua pelaku bisnis,

Para pihak yang mengadakan konirak tentu saja adalah para pihak yang
bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya didalam
suatu kontrak unfuk melakukan suatu kegiatan ontuk melakukan suatu usshs
dengan pihak pehisnis lainnya.

Pihak-pibak yang mengadakan kontrak dalam hal ini adalah Jrternet
Service Provider (ISP} dengan website/ieyhase (ruang elektronik). Bahwa ISP itu
sendiri merupakan pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Internet
adalah suatuy jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi.
Internet itu bukan tempat, tetapi adalah suatn jalan untuk dilalui.’

Webstte/keybase mengadakan perjanjian dengan ISP dalam rangka
mengembangkan konsepnya, Websiie/keybase membantu ISP tersebut untuk
rengembangkan konsep site-nya agar akses terhadap pemakainya misalnya akses
terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pemeliharaan (mainfenance) dan
perangkat lunak, menayangkan sife tersebut serta infrastroktur tekmis. Untuk
website/keybase adalah penting bahwa ifa harus melakukan sife vang dibedakan
dengan size laionya, Disamping itu size-nya tersebut harus online selama 24 (dua
puluh ¢mpat} jam setiap hari selama 7 {ujuh) hag per minggu agar dapat
dikunjungt pera calon konsumer/pemakai {Customer).

Disamping itu ditentukan prosedur vntuk mengaktifkan online sHus
tersebut. ISP pada tangga!l tertentu harus mengudara bersama situsnya uniuk
memenuhi janji-janji terhadap para investor. Disamping aktivitas tersebut, ISP
mengembangkan intelligent agent. Agen ini membantu ISP untuk mempermudah
tugas-tugasnya. Lazimnya kontrak antara ISP dengan keybase dituangkan didalam

take it or leave il contruct.’’.

Peer artinys rekan sckerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari
heberapa komputer (biasanya tidak lebih dard 10 komputer dengan 1-2 printer). Dalam sistem
jaringan ini yang dintamakan adalab pepggunaan program, data dan prinfer secara bersama-
saraa. Lihat: Topologi Peer-to-peer Network, sebagaimana diambil dalam E:/category 76_1 btm
Mariam Darus Badrulzaman, “f-commerce Tinjasan dari Hukum Kontrak Indenesia”, Jurnal
Hukum Bignfy, Vol.12, 2041, hlin, 30,

Take it ov leave it contract adalsh nama lain dari perjanjian baku (standard centracs). Dimana
pihak konsumen wmasih diberi hok untuk menyemjui (fake #) atam menolak perjeniian yang
digjukan kepadaoya theave #). Di dalam prakiek, perjaniian beku tumbuh sebagal perjaniien
tertulie, dalam bentuk formalir, Libot Sukarmd, Oyberimw: Kontrak Elekeronik Dalam Bayang-
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e Transaksi Business to Consumer (B 1o C)

Merapakan transaksi jual-beli melalul internet antara pergual barang dan
konsumen {end user). B to ¢ dalam e-commerce lebih banyak ditemui
dibandingkan dengan B to B. Dalam transaksi e-commerce jenis B to C, hampir
semua orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilat transaksi kecil maupun
besar dan lidak dibutuhkan persyaratan yang rumit. Konsumen dapat memasuki
internet dan melakukan pencarian (search) terhadap apa saja yang dibel,
menemukan website, dan melakukan transaksi.

Dalam trangaksi ini, konsumen memiliki bargaining position yang lebih
baik dibanding dengan perdagangan konvensional karena konsumen memperoleh
informasi yang beragam dan mendetail. Kondrsi tersebut memben banyak
manfaat bagi konswmen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan
dapat terpenuhi. Selam ini juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis
dan kuafitas barang dan jasa sesuai denpan keinginan dan kemampuan finansial
konsumen dalam wakfu yang relatif efisien’".

Karakteristik fransaksi e-commerce B fo C adalah terbuka untuk umum,
dimana infomasi discbarkan secara umum pula, service vang dilakukan juga
bersifat umum {generic) sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak
orang. Contohnya, karena sistem web sudah umun dikalangan masyarakat, maka
vang digunakan adalah basie web, service vang diberikan berdasarkan permintaan
dimana konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon
terhadap inisiatif konsumen, dan sering dilakukan pendekatan client-server, yang
mana konsumen Ji pihak klien menggunakan sistem yang minimal {berbasis web)
dan pihak penyedia barang atau jasa {(business procedure) beradz pada phak
server.'?

Contoh dari Transaksi B to C adalah amezon.com sebuah situs internet
yang terkenal. Pada jenis ini, frapsaksi disebarkan secara umum, dan konsumen

yang bernisiatif melakukan transaksi. Produsen harus stap mencrima respon dari

bayang Pelaku lisaha, (Bandung: Pusla]m Sutra, 2008}, hlm4¢, sebagaimana diambil datam
Marism Darus Badrukzaman, rbid.

Hibid

®Rudi Rahardio, ‘“Yenis E-Commerce”, internet Newsletter, Februari 2005, hlm. 1.
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konsumen terscbut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web' karena
sister i sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

Jenis e-comumerce yang telah diuratkan diatas adalah jenis e-commerce
vang paling winum dan popular. Namun selain itu terdapat beberapa jenis lainnys,
yaitu Cusiomer io Customer adalagh ransaksi dimana individu saling menjual
barang pada satu sama lain. Contohnya adalah e-bay, Customer to Business adalah
transaksi yang memungkinkan individu menjual barang kepada perusahaan.
Contohniya adaluh priceline.com, dan Customer to Government adalah transaksi di
mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti
membayar pajak, ‘4

2.1.2 Transaksi E-Commerce

Transakst elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang
atau jasa melalul internet) dengan ¢-customer, (pihak yang membeli barang atau
Jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau &1 internet pada umumnya
berlangsung secara paperless fransaction, sedangkan dokumen yang digunakan
dalam framsaksi tersebut bukaniah peper docwment, melankan dokumen
clektronik {(digitel document). Titik awal penawaran dan penerimaan {fransaksi)
dalam ¢-commerce adalsh informasi afau iklan yang ditempatkan {posting) atau
dikirimkan melatui s-mail dan dibacs atau diterima oleh penanya.

s Penawaram{Offer)

Penawaran merupakan  suatu  “invitofion o enter inlo a binding
agreement.”"? Suatu offer harus dibedakan dengan invitation to treat, offer adalah
suatu keadaan dimana apabila sudsh mendapat persetujuan dari offercs maka ia
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan invization o treat adalah
undangan/ajakan bagi pihak yang lain untuk melakukan penawaran. Suatu

Bed adalat nama lain unnek website yaita sebush tempat &i infemnet, siapa saja orang di dunia
bisa menguniuoginya. Internet bagaikan scbuab pusat perdagangen terbesar di dunia dan websie
adaigh  salah satu  toko iiz ;xzsat perdagangan  isrsebwt, sebagaimana diambil  delum
hitpwwyanmpenwebcominng wobgite ohe diakses 15 Juli 2009,

HBdmon Makarim, op.cil, him 260,

Srariam Darus B&dmizam Qp.Cit, bim.33
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penawaran menjadi efektif pada saat offer itu sampai pada offeree, istilah sampal
ini kita akan mengacu pada article 15 Uncitral model law on e-commerce 1996.'¢

Tawaran merupskan sebuah tawaran jika pihak lain memandangnya
sebagal suatu tawaran. Suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan ity
sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian dapat
dianggap sehagai tawaran, Dalam transaksi e-commerce, khususnya jemis B to C,
vang elakukan penawaran adalah merchant ateu produsen/penjual. Para
merchant/penjual tersebut memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan
jasa pelayanan, Para penjual menyediakan slorefrosi yang bernisikan kstalog
produk dan pelayanan yeng diberikan dan para pembeli seperii berjalan-jalan di
depan toko-toko dan metihat barang-barang di dalam etalage.

Keuntungannya jika melakukan belanja di toke online adalah latz dapat
melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana sajs tanpa dibatasi oleh jam buka
toko dan juga tidak skan risih dengan pandangan penjaga toko vang mengawasi
kegiatan kita. Dalam website tersebut biasanya ditampilkan barang-barang vang
ditawarkan, harganvs, nilai ratingnya atan po# otomatis tenfang barang tersebut
vang diisi oleh pembeli scbelumnya, spesifikast tentang barang terscbut, dan
menu produk vang berhubungan. Penawaran i terbuka bag semua orang. Semua
orang yang tertarik dapat melakukan windew shepping di toko-toko online mi,
Dan jika ada barang yang menarik perhatian dapatish transaks: dilakukan,

s Pencrimaan (Aogeptance)

Penawaran dan penerimaan saling terkadt uniuk menghagilkan suatu
kmgzaicata_na Dalam menentukan spaty penawaran dan pepegnimaan  dalam
cybersystem  int digantungkan pada  keadsan dan cybersystem  tersebut.
Penerimaan dapat dinyatakan mellui webyite, e-mail, alay juga melglm EDL
Penjual biasanya bebas untuk menentukan swatu cara penerimaan. Misalnya
perjual menentukan bahwa dalam hal penjualan melalui website atas barang
dagangannya, penawaran dapat ditujnkan pada halaman dari e-maif address calon

pembelinya.

"L erangka Hula:m Digital Signatures Palam Electronic Commerce,

htte://onno vism org/yOi/OmoWPwrho/contib/aptikasi/hukunvkeranska-hukum-digital-signature.
dalam-e-commerce-1999.doc, dizkses tanggal 12 Juni 2009,

- L _ Universiias Indonesia
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Jadt dalam hal 11 pererimaan melalui e-maif cukup karena penawaran inl
dikirimkan pada e-mail tertentu sehingga sudah jelas hanya pemegang e-mail
itulah yang dituju. Akan tetapi, jika penawaran dilakukan melalui website atau
news group, dapat dianggap penawaran tersebut dityjukan untuk khalayak ramai.
Dengan denukian, setiap orang yang berminat dapat membuat kesecpakatan
dengan penjnal yang menawarkan,

Dalam transaksi e-commerce melalul website, biasanya pengunjung/calon
pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika memang,
calon pembeli tertarik, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang
yang calon pembeli inginkan sampai calon pembeli vakin akan pilihannya. Setelah
yakin dengan pilihannya, calon pembeli akan memasuki tahap pembayaran.

Dalam e-commerce terdapat banyak metode pembayaran yaitu melalui
ATM, karta kredit online, dan check online. Dengan menyelesaikan tahapan
transaksi ini pengunpung toko onlire telah melakukan penerimaan/aceceptance
schingga tclah terciptalah kontrak onfine. Apabila proses pembavaran tersebut
telah diotorisasi, maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang. Cara
pengimman  barang  tersebut  disesuaikan dengan  macam  produk  vang
diperdagangkan. Untuk produk yang berupa barang-barang berwujud, maka
penginmannya dilakukan melalul pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-
barang tek berwujud seperti jasa, seffware atau produk digifal lainnya maks
pengirtmannya melalui proses download.

Suatu Perjaniian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian
itu labir pada detik diterimanya suatu penawaran {offerfe). Artinya dengan
diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak
telah mengetshul tentang adanya penawaran tersebut, dan pibak penerima
penawaran melakukan penenmaan terhadap penawar tersebut sehingga lahirlah
perjanjian, Dengan fidak berfemunya antara orang vang memberikan penawaran
dan orang yang menerima penawaran dalam suaty transaksi elckbonik, maka
penawaran barn dianggap disepakatl jika diterimanya jawaban atas penawaran
{acknowledgement) oleh pembert penawaran. Sebagaimana tercantum dalam Pasel
& Undang-undang Informast dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FHW'Witas indonesia
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Dalam proses terjadinya transaksi e-commerce, menurnt Jullan Ding
sebagaimana dikutip oleh Manam Darus Badrulzaman menentukan babwa "4
contract fs o siruck when two or more persons agree 16 a cerfain cowrse of
conduct”. Maksudnya, kontrak adalah scbagai pertemuan dalam dua atap lebih
pibak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan
tercapat.

2.1.3 Piliban Hukum (Choice of Law) dan Yunsdiksi Pengadilan (Cheice of

Forum)

Hubungan-hubungan hukum yang terjadi karena transaksi e-commerce
bukan saja merupakan hubungar-hubungan keperdataan pasional yang tunduk
pada hukum perdata dari suatu negara tertentu, dalam hal ini Indonesia tunduk
pada KUHPerdata, tefapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan
internasional yang termasuk dafam ruang lingkep Hukum Perdata Internasional.
Mengingat transaksi e-commerce teradi di dunia maya yang tidak mengenal batas
negara, maka akan sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum jtu terjadi.
Masalah diatas dapat dipecahkan apabila perjanjian antara pembeil dan penjual
dirnzat  kisusnl yang menentukan hukum dari segara mana yang  akan
diberlakukan apabila timbul perselisihan diantara mereka kelak. Dalam hal tidak
dicanturnkannya pilthan hukum dalam perjanjian e-commercenya, ada beberapa
teori vang berkembang untuk menentukan hukum mana vang digunakawberlaku,
diantaranya:

1. AMail Box Theory {Teori Xotak Pos)
Dalam hal transaks] e-commerce, maka hukum yang berlake adalah hukem &
mana pembell mengirimkan pesanan melalui  kompolernya. Untok ind
diperhekan konfirmasi dari perjual. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada
saat jawabun yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke
dalam kolak pos {mai! box},

2. Accepumce Theory (Teori Penerimaan)
Hukum yang berlaku adalah hukem di mana pesan dan pihek yang menerima
tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si penjual;

3. Proper Law of Contract

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, Frplﬂ“ﬁﬁb'?ims Indonesia



28

Hulumn yang berlaku adalah hukum yang paling sering dipergunakan pada
saat pembuatan perjanjisn, Misalnva, bahasa yang dipakar adalah Bahasa
Indonesia, kemudian mata vang yang dipakai dalam transaksinya Rupiah, dan
arbitrase yang dipakai menggunakan BANIL maka yang memadi pilihan
hukumnya adalah hukum Indonesia,
4. The Most Characteristic Conneciion
Hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak melakukan
prestasi. '
Kesulitan-kesulitan vang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak
di dalam transaksi e-commerce, bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan
diterapkan untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengkela yang timbul tetapi juga
mengenai pilihan pengadilan yeng akan memeriksa sengketa tersebut. Hal it
dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara
mereka pengadilan mana yang akan mereka pilih antuk menvelesaikan sengketa
yang mungkin timbul di kemudian har bherkenaan dengan pelaksanaan dap
penafsiran perjanjian diantara mercka. Para pihak dapat pula menentukan didalam
perjanjian itu bahwa sengketa yang mungkin timbul di kemndian hari diselesaikan
oleh suatu badan arbitrase, batk badan arbitrase institusional maupun badan
arbitrase od hoc. Klausul dalam perjamjian yang mengatur mengenal hal i
dissbut arbitration provisicns atau klausul arbitrase !’
2.1.4 Model Pengaturan £-Conimerce
Terdapat beberapa model pengaturan e-commerce yaitu sebagal berikul
UNCITRAL Model Law on Electronic Commarce, UNCITRAL telsh
menetapkan sustu model law untuk e-commerce pada tzhan 1996 vang kemudian
direvisi pada tahun 1998, Model hulum tersebut berisi panduan-panduan yang
disarankan diikuti oleh negara-negara anggota saat mereka membuat legislasi
untuk e-commerce. Adapun yang termakiub dalam model Jaw tersebut antara lain
adalah masalah keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik,
pengakuan konsep incorperation by reference, jaminan keamanan atas keaslian
transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan cara lainnya
yang dapat dipercaya dan diandalkan, penggonaan salinan transaksi elektronik,

"Sutan Remy Sjahsdeini, Op. i, Bim.25.
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pengarsipan  transaksi  elektronik, ofomasi transaksi cklektronik, hak dan

kewajiban pengirim transaksi elektromk dan penenima transaksi elektronik, tanda

penerimaan tanda bukii (acknowledgemen! of receipt) schagai tanda untuk
mengeksekust transaksi, kapan dikinm, diterima, terjadi dan berlakunya transaksi
elektronik.

UNCITRAL Model Zaw on Eleciranie Signatures, konvenst ini merupakan
instrumen yang sangat penting dalam e-commerce karena banyak negara di dunia
sudah menggunakan tandatangan digital dzlam melakukan transakst maupun
kontrak-kontrak elektronik. Padz Pasal 2 mode! law mengatur tentang definisi,
antara fam:

a. Blectronic signatures adalah data dalam beniuk clektronik yang berkaitan alau
secara iogika berhubungan dengan pesan data, yang dapat digunakan uniuk
mengidentifikasi si pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data
dan sebhagai tanda persefvjuan pemilik tands tengan atas informast yaog
terdapat di dalam pesan data tesebut,

b. Certificate adalah pesan data stau bentuk lain yang dapal membuklikan
hubungan antara pemilik tanda tangan dan data tanda tangan tersebut,

¢. Data Message adalah pengiriman, pencrimaan dan penyimpanan informasi
melalyi cara~cara elekionik, optik aten cara-cara isipnya seperti electronic
data interchange (EDI}, electronic mail, telegram, telex atau relecopy.

d. Signatory adalah orang yang memiliki tanda tangan dan bertindak atas dirinyz
sendiri atag atas diri orang lain yang digantikannya.

e, Certification Service Provider adalah pihak yang mclakukan venfikasi
terhadap identitas pemilik tanda tangan elelctvonik.

£ Relying puriy adalah pihak -~ pihak yang bertindak atas dasar tanda tangan
elekironik tersebus,

UN Convention on The Use of E-communication for International
Contract, konvensi ini berlaku untuk untuk penggunaan komunikesi elektronik
schubungan dengan formasi atau kinerja sebuah kontrak pihak yang tempat usaha
di negara-negara. Adapun vang termaktub dalam konvensi imi adalah pengakuan
hukum komunikasi elektronik, bentuk persyaratan,waktu dan tempat penerimaan

dan penerimaan elektronik komunikasi, undangan atau ajakan bagi pihak yang
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lain untuk melakukan penawaran (invitation to treat), penggunaan pesan otomatis
sistem kontrak untuk formasi, ketersediaan istilah kontrak, dan kesalahan dalam
komunikast elekironik.

Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA}, UCITA secara
khusus dimaksudkan untuk mepgatur pertukaran infomasi dan jasa melalul
transaksi clektronis, tidak mengatur fenteng barang-barang nyvata. Tujuannya
antara lain menempatkan semua agpek standar pembenan zin dalam landasan
undang-undang dan menyediakan aturan baku yang menpatur hubungan antar
kedua belah pihak. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan peranti lunak dapat
membatasi atau menghindari tanggung jawab atas kerusakan, menghentikan
segala bentuk penpgunasn tanpa izin (bahkan penggunsan secara fujur),
menctapkan yurisdikst atas piliban mereka, bila tegadi pertentangan, akan dirasa
sebagai kelemahan yang mencolok bagi si penerima lisensi.

UCITA menyediakan langkab-angkah perlindungan konsumen baik
secara langsung dengan mengacu kepada konswmen yang bersangkutan dan tidak
langsung melalu: perlindungan yang diberikan kepada “kalangan pemegang
lisensi pasar”. Namun demikian, pilihan undang-undangnya condong kepada
konsumen yang tinggat di AS karena UCITA memberlakukan kesepakatan anatara
Hsensor (pemberi lisensi) dan konsumen dan bila tidak ada kesepakatan itu, yang
menjadi yurisdiksi bakunya adalah wilayah usaha st pembuat lisensi (bile memang
ada lokasinya). Kelentuan mengenal salinan yang secara fistk diterima oleh
lisensee {(penenma lisenst) untuk tempat dimana salinan 1tu berada atau hubungan
yang paling khusus terhadap konirak yang sepertinya fidak berbeda dan praktik
sekarang sebagaimana transaksi yang berlangsung &i “dunia nyata”.'®
2.2 Webvertising Dalam E-Commerce

Perkembangan e-commerce tdak terlepas dani iklan vang mernpakan
media promosi yang bertujnan univk meningkatkan penjualan suatu produk.
Periklanan merupakan media yang sangst penting dalam rangka promosi atau
pemasaran suatu produk. Mediz ini dipandang scbagai sarana terpenting dan

sejurnlah media pemasaran yang dikenal dalam perdagangan. Dengan demikian,

®Assafa Bodeshaw, Hukum E-Commerce dan hienet Dengan Folus i Asia Pasifik, (Cet
[;Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.445-446,
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periklanan sangat erat hubungannya dengan dunia usaha, karena media iklan
merupakan jembatan yang penting antara pelaku usaha dan konsumen.'” Tidak
bisa dipungkin bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku usaha dengan
kousumnen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat sudah
mambeli produk atau layanan jasa berdasarkan iklan, kontrak sudah terjadi. Maksa
mestinya pengusaha tidak hanya mencari kenntungan, tapi juga wajib memberikan
edukasi lewat ikian.* ‘

Kemunculan g-commerce memberikan beberapa dampak positif bagi
aktivitas pemasaran, diantaranya; (1) memudabkan promosi produk dan jasa
secara interaktif dan real time melalnl saluran komuonikasi langsung via internet,
(2) menciptakan saluran distribusi bary yang bisa menjangkas lebih banyak
pelanggan di hampir semua belahan duntn, (3) membenkan penghematan
signifikan dalam hal blaya penginman informasi dan produk terdigrtalisasi
(contohnya: pEfingkatiliiak.dan NS HutfckallWakl: ¢ kinsiian g
tugas admnistratif (terutama untuk pemasazan internasional} mulai dari pesanaty
hingga pengiriman produk, {5) layanan pelanggan yang lebih responsif dan
memuaskan, karena pelanggan bisa mendepatkan informasi lebih rinei dan
merespon cepat secara enline, {6) momfasilitasi mass customization yang telah
diterapkan pada sejumlah produk seperti kompuoter (Dell Computer Incl),
kosmetik {W,reﬂe{:t,eom), mobil, rumah, permata, bingkisan hadiah, karto
veapan, bunga, asuransi, jasa perfalanan wisata, buku, compact disk, mebel, arloji,
-shirt, dan berbagal macam produk lainnya, (7) memudahkan aplikasi one-fo-one
atau direct gdvertising yang lebih efektif dibandingkan smass advertising, (8)
menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan, karena sistem pemesanan
elektronts memungkinkan pemrosesan vang lebih cepat dan  akurat, (9)
menghadirkan  pasar mava/virtual (markelspace) sebapai komplemen pasar
tradisional (market piace).

2.2,1 Webvertising Sebagai Media Baru
Salah salu tren yang dijumpai pada perkembangan media global adalab

webvertising. Pada hakikatnya Webvertising hampir sama dengan iklan pada

P NHT Siahaan, Hukum Konsumen:Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,
(Takarta:Pantai Rei, 2003}, him.126.
“ny1 K1 Ingatkan Operator Soal Wdan™, Koran Tempe (8 april 2008).
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wmumnya, hanya saja media yang dipergunakan dalam webvertising adalah
internet sebagai alat pemnasaran terhadap suatu produk barang dan/atau jasa.

Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk
memotivasi sescorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu
produk atau jasa, untuk mempengaruvhi pendapat publik, memenangkan dukungan
publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan.

Sedangkan menurut Paul Copley, advertising is By and large seen as an
art — the art of persyasion — and can be defined as any paid for communication
designed to inform and/ or persuade. Dimana iklan adalah sebuah seni dari
persuasi dan dapat didefinisiken sebagai desain komunikasi vang dibiayal untuk
mentnformasikan dan atau membujuk,

Dast beberapa pengertian diatas, pada dasarnyz iklan merupakan sarana
komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen
untuk menyampailkan informasi tentang barang atau jasa kepada publik,
khususnya pelanggannya mefalal suatu media massa. Selain itu, semua iklan
dibuat dengan fujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk
para konsumen untuk mencoba atan mengikuti apa yang ada di iklan tersebut,
dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan,”

Media periklanan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) media
lisan, {2) media cetak, sepertl surat kabar, majalah, brosur, pamlet, selebaran, dan
{3) media elektronik, seperti televisi, radio, komputer atau internet. Dari sejumlah
Jenis media tersebul, media yang peling efektif dan paling berpengaruh adalah
media internet. Internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat informasi
karens diseliap ind kehidupan mayarakat tersebut selalu melibatkan intemet, vaity
e-shopping, e-banking, e-government, e-husiness, dan sebagainya.

Dimana hal terscbut dapat menghasitkan jumiah pengguna vang tidak
sedikit sehingga memiliki pasar yang jelas. Selain itu, penggunaan media internet
lebih menghemat biaya apabila dibandingkan dengan biaya pemasangan iklan di

media televisi yang dapat menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta.

Definist Iklam, Efek, dan Iklan Korporat, hittp://definigi-iklan-efek-dan-ildan-korporat.hitml,
Diskses tangaal 5 Mei 2009.
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Dribawah ini adalah contoh dari webverrising dalam suatu portal:
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HFebyertising adalah media barn, Yang dimaksud dengan media baru yaitu
suatn saluran komunikasi nonkonvensional yang secara elektronik menyampaikan
pesan periklanan berupa teks, tanda cifra, atau pandvannya, baik secara daring
(onkine} ataupun secara laring (offfine), serta dengan atau tanpa pengenaan harga
premium. fa melibatkan pihak-pibak Penyedia Layanan Akses Intemet {(fnternet
Access Service Provider), Inang 181 Internet (Internet Content Host), Pengembang
is1 (content developer), Penghimpun Penyedia Jasa Aplikasi {(ASP Aggregaior),
Penyedia tautan  (Link  Provider), dan Perusahaan  Telekomunikasi
(Telecortmunication Company). Media baru dapat berbentuk rentangan {danner),
milis terhimpun (bulk c-maif fist), telosur konteks (contextual search), pemasaran
surel (e-mail marketing), pertukaran tautan (link exchange), bayar per Xlik {pay
per click), layanan pesan singkat (SMS), layanan multimedia (MAMS).”

Pesan pada media baru i casu webvertising harus dapat dibedakan antara
inti pesan, dengan unsur satir atau parodi, maupun dengan berita karikatur atau
fiksl. Webvertising tidek boleh ditampilkan sedemikian rupa sehingga
mengganggy kebisaan atau keleluasaan khalayak untuk merambab (fo browses)
dan berinteraksi dengan situg terkait, kecuali telah diberi peringatan sebelumnya,

wajib mencantumkan secara jelas alasan mengapa penerima pesan dikirimi iklan

*“Yitika Pariwara Indonesis, (Jakarta; Dewan Pedklanan Indonesia, 20835}, him. 533

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FN&?%BS&EZ&S Indonesia



34

tersebut, petunjuk yang jelas dan mudah fentang cara untuk tidak lagt menerima
kirimant iklan dari alamat dan atau pihak yang sama, alamat leogakap dan
peaginim iklan, serta jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan pribadi penerima
pesan iklan tersebut,”

Secura garis besar, terdapat 6 metode webvertising”® yaitu banners, splash
screen, spot leasing, URL (Universal Resource Allocators), e-mail, dan chatting
room. Selgin keenam metode utama ini, masih ada beberapa metode lain yang
masih dalam tshep perkembangan, misalnya iklan di newsgroups, iklan di mternet
radio, iklan di internet televisi, dap lain-lain,

4, Banners.

Banners merupakan bentuk iklan di internet yang paling sering dijumpai.
Jika kita masuk ke salah satu search engine, situs berita, atan fasilitas e-mail
pratis, bisa dipastikan ada beberapa banner di sebelah atas, bawah, kiri danfatau
kanan halaman situs bersangkutan, Biasanya ukuran Hle untuk sebush banner
berkisar antara 7 kilobyte hingga 10 kilobyte. Tentu saja semakin kecil ukuran
filenya, akan semakan cepat aksesnyg.

Pada wroumnya para perancang bamner sanpat memperbitungkan ukuran
filenya, karena wakiu download yang lama akan membuat pengakses menjadi
tidak sabar dan pindah ke situs lain schelum banner vang bersangkutan tampil
secara utuh. Biasanya sebuah bgnaner berigikan teks atau pesan grafis singkat dan
atraktif unftuk mempromosikan suatn produk.  Seiring  dengan  kemajuan
pemrograman internet, sudah mulai banyak hanner vang menggunakan kbip video
dan suara.

Banner membuat link yang bila di klik akan membawa pengakses ke
homepage pengiklan. Ada dua jenis banner, yaitu keyword banner dan random
banner. Keyword banner akan muncul apabila predetermined word (kata kunci
tertentu)} diklik pada search engine. Tipe ini sangat cocok untuk perusahaan yang
ingin mempersempit target audiensnya. Sedangkan random banney, sesuai dengan
namanya, akan tampil secara acak. Tipe ini cocok untuk perusahaan yang

bermaksud memperkenalkan produk barunya,

1bid him. 37,

thg:ffwﬁwie&gtafﬁgggadarma.ac‘idﬁ}awnlaadsfﬁiesr‘ﬂD?;’?{peggrapani-c»écmmneme.ndf. diakses
15 Febuari 3009,
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Keunggulan utama pemakaian banner adalah kemampuannya sntuk
menyesuaikan diri dengan target audiens, bahkan bisa di-customized untok one-to-
vne targeted advertisement. Selain itu, banner cenderung bisa menjadi “forced
advertising”, dimana pelanggan “dipaksa” untuk melhainya, terlepas spakah ia
menyukai atau tidak. Contohnya, jika kita memakai fasilitas e-meil gratis dan
www. mailcity bycos.com, maka dengan sendinnya setiap kita akses ke situs
tersebut, kita akan melihat beberaps banner yang ditklankan disana.

Kelemahan banner terletak pada biaya keseluruhannya yang mahal
Disamping itu, informasi yang bisa disajikan dalam bamner sangat terbatfas,
Pengiklan harus memutar otak agar bisa menampilkan pesan yang kreatif numun
stngkat untuk menarik perhatian para pengakses internet.

b. Spiash screen

Splash screem adalah halaman penéma dari sebuah website yang
digunakan untuk menarik perhatian para pemakal internet uniuk jangka pendek
sebagai promosi ataw wahana wituk memasuki Aomepage situs bersangkutan dan
untuk menginformasikan kepada para pemakal mengenai tipe browser dan
perangkat lunak lainnya yang dibutehkan unfuk membuka atau melibat situs
tersebut. Keunggelan wtama splash sereen dibandingkan metode perikianan
tainnya adalah bahwa pengiklan bisa merancang efek multimedia inovatif atau
menyediakan informasi yang memadal untuk disampaikan dalam satu kali
kunjung;m;

c. Spoi leasing

Search engines blasenys menyediskan ruang (spof) dalam homepage-nya
untuk disewakan kepada setiap pelaku bisnis yang berminat. Jangka waktu
penyewaannya tergantung pada kesepakatan kontrak antara pemilik search
enginey dan penyewa. Jika banner di tayangkan pada berbagai wakiv yang
berbeda, maka tklan di spef Jeasing justra selalu ada sepanjang periode kontrak.
Dengan demikian, tingkat persaingan pada spot feasing tidak seketat pada barner.
Kelemahan spot leasing adalah bahwa biasanya ukuran iklan sangat terbatas dan
kecil, sehingpa bisa jadi para pepgakses intermet tidak melibat atau malah

mengabaikannya. Selain itu, biayanya fuga relatif sangat mahal,
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d. URL

Keunggulan utama menggunakan URL sebagai alat pengiklanan adalah
bahwa ity bebas biaya atau gratis. Setiap orang bisa mendaftarkan URL-nys di
search engine tertentu. Selain itu, penggunaan URL bisa membuat target audiens
Merkunei” dan wmwanted viewers tersaring, dikarenakan adanya fungsi pencarian
berdasarkan kata kunci 4l search engines.

Mamun metode URL memiliki beberapa kelemahan, Persaingan yang
intensif membuat posisi perusabaan dalam daflar pada listing di search engine
bisa dengan mudah digantikan oleh perusahasn lain. Disamping itu, masing-
masing search engines mengpunakan kntena indeks yang berbeda-beda untuk
menyusun daftarnya. Beberapa situs sangat menekankan meta tags, telapi ada jt}ga
vang tidak. Oleh sebab iy, seseorang yang memasukkan kata kunci yang tepat
bisa sgjg mendapatkan hasil penicarian yang fidak optimal apabila searck engine
vang digunakan mengindeks daftammya berdasarkan “judal” atav “deskrips isi”
dalam meta tag.

e. E-mail

Cara lain untuk beriklan di intermnet adalah membeli daftar alamat e-mail
yang kemuodian dijadikan swmber mnformasi untuk keperluan pengembangan
dutabese pelanggan, Kemudian, perusahaan mengirimkan berbapai informasi
kepada alamat-alamat e-miaif terseleksi. Keunggulan mefode imi terietak pada
biayanya vang murah dan kemampuannya meniangkau berancka ragam target
auciens. Dhbandingkan metode periklanan lannya, dafter e-mail memiliki tingkat
respon yang relatif lebil banyak dan iebih cepat.

Akan tetapi, strategi e-mail marketing juga memiliki kelemahan, terutama
berkaitan dengan  ¢ilra “junk e-mail”. Berdasarkan niset oleh jupiter
communications, dipercleh data bahwa rate-rala pesan per konsumen akan
meningkat tajam dari 1,166 per pemakai per tahun pada tahun 1998 menjadi 1.606
per pemakai per tahun pada tahun 2002, lag pula dalam rangks mewaspadai
kennungkinan menyebarmysa berbaga viros komputer, konsumen cendenung sangat
selektif dalam menentukan e-maif yang bersedia di bacanya. Kebanyakan
konsumen hanya bersedia membuka dan membaca pesan dari pengirim yang

mereka kenal dengan baik.
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£ Chatting room

Fasilitas chatring room merupakan ruang diskugi interakiif secara virtual
antarz sejumlah partisipan mengenai apa saja. Saat ini jumlah chatting room telah
mencapal jutaan. Sebagian besar diantaranya digunakan untuk membangun
kemunitas di internet, misainya komunitas yang membahas isu-isu politik,
lingkungan hidup, kesehatan, hobi, dan topik-topik lainnyz. Chatting room
memungkinkan perusahaan untuk merancang tklan yang tematik dan menialin
dengan one-to-one dengan para pelanggannya. Keunggulan lainnya adalah bahwa
metode ini bisa menjangkau audiens secara lebih efekif. Karena iklan yang
ditayangkan tenintegrasi dengan aktivitas dalarn chafting room yang bersangkutan,
sehingga perhatian dan akseptabilitas para chatters lebih tinggi.

Periklanan ini melibatkan banyak pihak, Mercka adalah pelaku usaha yaitu
pengussha pengiklanan {produsen, distributor, supplier, retailer), pengusahs
periklanan, organisasi profesi periklanan (PPPY), dan media perikianan.”

Masalah informasi produk menjadi sangat penting bagi konsumen dalam
memperoleh keterangan suatu produk yang mereka cari. Untuk ity informasi yang
diberikan haruslah informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang
ditklankannya. Munculnya tindakan corang darl merchants yeitu iklan yang
menyesatkan seperti hubungannya dengan fransaksi ¢i internet dimana produk
yang diterima konsumen tidak seperti yang ditklankan,

D1 beberapa negara seperti Kanada, terdapat kebijakan perlindungan
konsumen yang diboat dengan melibatkan pelaku usaba, organisast konsumen,
dan pemcrintah. Dengan mengacu pada kebijakan vyang diterbitkan oleh
Organisation for Economic Co-operation and Development (OBCD), Kaneda
mendesain  kebijakan perlindungan konsumen umtuk dapat diterapkan pada
berbagal mediun perdagangan, termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan
internet.*®

Di Amerika Serikat telah dibentuk komisi vang khusus menangani

perlindungan konsumen dalam melakukan berbagal macam kegiatan di Internet.

*Yusuf Shofie, ibid., hlm. 138
"Libat: “Principles of Consumer Protection for Eletronie Commerce:4 Canadian Fromework,

diarobil darl Nual Diana rawatl, Tanggung Jawab Peleiu Usaha Terhadop Konsumen Dalam
Transaksi Bisniy D1 Internet, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2602}, Blm.é.
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Komisi terscbut adalah The Federal Trade Commission (FTC) yang menjalankan
fungsi sesuai dengan yang digariskan dalam The Federal Trade Commission Act
urituk melindungl konsumen terhadap berbagal bentuk penrpuan, kecurangan, dan
praktek-praktek tidak sehat lainnya. Lebih lanjut FTC diberikan kewenangan yang
luas untuk dapat mengajukan gugatan atas kepentingan konsumen.*’

Kasus menarik dalam webvertising kasus Zygon International, Inc. dan
Dane Spotts yang digugat karena menawarkan produk yang dinamakan Learning
Machine dan the SuperMind, melalnl iklan di mail order katalog dan website di
intemnet. Tklan tersebut menggambarkan khasiat yang depat diperoleh adalah
proses penurunan berat badan secra cepat, dan dapat menambah pengetahuan
melalui LQ. FTC kemudian melakukan investigasi pada negara-negara bagian
untuk mencarai kebenaran informasi tersebul. Hasilnya FTC mendapati bahwa
informasi yang ditawarkan tidak sesual dengan manfaat dan pihak perusabaan
hanya menjual suplemen obat vang tidak berkhasiat apapun. Pada tanggel 24
September pada rapat administrasi penyelidikan akhir, FTC menctapkan Zygon
harus membayar § 195,000 sebagai biaya kompensast atas kerugian yang diderita
konsumen karena klaim produk yang salah® |

Larangan mengenal “unfair or deceptive acts ar practice™ dalam FIC
Act’s meliputi klaim terhadap iklan, kegiatan penawaran dan promosi, dan praktik
penjualan secara umum. Ketentuan dalam FTC Act’s tidzk terbatas pada transaksi
pada medium tertentu. FTC babkao telah melakukan kegiatan untuk melakukan
kegiatan untuk mengamati dan memberiakukan hukum di bidang penklanan untul
webvertising.

Begitu pula halnya dengan Uni Eropa yang telah membentuk Commission
Communication dalam pengimplementasian UN Directive Selling yang bertujuan

untuk mengatur perlindungan konsumen di seluruh negara Uni Eropa,

*7 Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi American Bar Association Commission setelah mendapat
sumber data dari Ralph Nader's “Raider” tahun 1969, kongres memberikan kewenangan yang
lebib besar kepada FTC melslnd § 408 Alaska Pipeline Aet, yaitu bahwa FTC mempunyai hak
untuk mengajukan gugatan perdata melalul pengacaranya atas kepentingan konswmen dan setelah
itu membenitahukannys kepada Jakss Apong serta memberikan mereka waktu 10 hari untek
mengambil tindakan sesuai dengan yang dinginkan FTC. Lihatr Cene A. Marsh, Consumer
Protzction Law, third edition, (8t Paul, Minn: West Group), 1999, p.19. Sebagaimana diambil
dalem Nurul Pisna frawatt, Hhid,

BUS FTC Cases Internet, tipitwww sorind comidecs 1 173566708 Federal-Trade.Commission.
cagesinternet. Diakses tunggal 27 Juni 20069
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Thesz inciude:

o Provision of comprehensive information before the purchaye;

s Confirmation of that information in a durable medium (such as written confirmation;

s Consumers right to concel the contract within a minimus of 7 werking dayvs without
giving any reason and without penaliy, excapt the cost of returning the goods right of
withdrawal),

» Where ihe consumer has cancelled the contract, the right to a rafund within 38 days of
cancelfation;

» Delivery of the goods or performance of the service within 30 dayz of the day afier the
consumer piaced his order;

* Proteclion from unsolicited selling:

s Protection from frawdulent use of payment cards;

s Non validity of any waiver of the rights and oé!;gzz:i&m provided for under the
direvtive, whether instigased by the consumer or the supplier.”

Di Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan mengenai iklan secara
khusus in cusu webveriising, namun seltidaknya ada hekum postiif yang mengatur
mengenai iklan secara parsial yailu KUHPerdata, yang diatur dalam Pasal 1365
tentang perbuatan yang melawan hukum, Pasal 1473 tentang kewajiban penjual
untuk menyataken dengan itegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, Pasal 1474
tentang kewajiban untama penjual  yaitu menyerahkan barangnya dan
menangungrya, Pasal 1491 tentang penanggungan vang menjadt kewajiban
penjual itorhadap pembeli, dan Pasal 1504 tentang kewajiban penjual dalam
menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual.

KUHP tentang Perdagangan, yang diatur dalam Pasal 382 Bis tentang
ketentuan larangan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak
umum  atun  seorang tertentu dalam  mendapatkan, melangsungkan, atau
memperluas hasil perdagangan atau porusahaan milix sendin ataw orang lain dan
Pasal 386 ayat | tentang sanksi atas menjual, menawarkan, atau menyerahkan
barang makanan atau minuman atau obat vang dipalsukan atau kepalsuannya
disembunyikan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Konsumen, yang
diatur lebih jelas dalam sejumish pasal-pasalnya yaitu, Pasal 9 tentang larangan

pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengtklankan suatu barang

29tfommisss'on Cemputication on the Implementation of the Distance Selling Directive, Libst
hitp:#ec.europa cufeonsumersfoons_invsafe_shop/dist_sell/index_en btm, diakses tanggal 15 Juli
2069,
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dan jasa secara tidak benar atau seolzh-olah benar, Pasal 10 tentang larangan
pelaku uszaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan atas barang dan atau jass, Pasal 13
tentang larangan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dengan jani
hadiah padabal tidak bermaksud memberikan sesuwatu tidak sebagaimana
dijanjikan, Pagal 17 dan 20 tentang ketentuan larangan-larangan terbadap iklan
dan tanggungiawab pelake uszha memproduks: iklan, Pasal 60 tentang sanksi
administratif dan Pasal 61, 62, dan 63 tentang sanksi pidana,

UUJ No.40 Tahun 1999 teptang Pers vang diatur dengan jelas dalam Pasal
13 tentang ketentuan yang dilarang terhadsp perwsahaan pers yang memuat iklan,

UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang diatur dengan jelas dalam
Pasal 46 tentang kefentuan siaran iklan,

Undang-undang No.7 Tahon 1996 tentang Pangan, vang distur dengan
jelas dalam Pasal 33 menentukan agar setiap label dan afeu iklan tentang pangan
yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenat pangan dengan benar
dan tidak menyesatkan dan Pasal 34 menentukan agar setiap orang yang
menerangkan dalam label atau iklan tersebut harus menyatakan bahwa pangan
yang diperdagangkan adalah sesual dengan persyaratan agama atau kepercayaan
tertentu, berfanggungiawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan agama atau
kepercayaan fersehul,

PP RI No.69 Tahun 1999 ientang Label dan Iklan Pangan, SK Menteri
Kesehatan Rl No.(Rancangan), Tentang Peturjuk Pelaksanaan PP RI No.69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, PP RI No.19 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, SK. Meniteri  Kesehatan Rl
No368/MenKes/SK/AV/1993 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat
tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
Makanan-Mimuman, Disamping ifu Eilka Paniwara Indonesia sebagai self
regulation dalam penegakan etika periklanan di Indonesia. Dimana asas-asas
umumnya adalah iklan harus bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaka, iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan
martabat negara, agama, susila, adat budaya, suku, dan golongan, iklan harus

dijtwai persaingan yang sehat. Serta penerspan urnumnya adalah iklan harus jujur
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yaitu iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan
yang tidak benar, mengelabui dan memberikan janji yang berlebihan, iklan harus
bertanggung jawab dimana ikian tidek boleh menyalahgnoakan kepercayaan dan
merugikan masyarakat dimana setiap konsumen pemasar, pengiklan, perusahaan
periklanan dan media periklanan mempunyai tanggungjawab menurut peran dan
bobot keterhbatan masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan
iklan, dan iklan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam ari iklan
harus mematuhi segala Undang-undang den peraturan vang bedaku fidak
bertentangan dengan kode stik profesi dimans yang mengandung kaifan dengan
profesi tertentu harmus memenohi kode etik profesi tersebut, isi iklan: kebenaran
atas  pernyataan atau  janji mengenai suatu  produk  harus  dapat
dipertanggungjawabkan.’®

Webvertising merupakan salah safu tampilan bentuk penaweran dalam
suatu media internet. Pengaturan iklan pada media konvensional dicoba untuk
diterapkan dalam media internet. Hal yang belum jelas adalah mengenai apakah
yang menjadi ukuran iklan yang bermasaiah dalam tempilannya di website. Hal
ini terkait dengan iklan di media lainnya. Fokus masalah disini adalah terkait
dengan tampilan iklan yang tidak sesuai denpan janji vang ditawarkan kepada
konsumen dalam soatu website, Misslnya penawaran kerjasama investasi pang
yang ditawarkan melalui e-mail/website dengan iming-iming vang pengembalian
yang tinggl, sepertl pada kasus FTC v, Fortuna Alliance, May 23, 1996 Civ. No.
CH6-799M dimana Pihak Fortuna menawarkan skema mvestagi pyramid melalui
website bahwa konsumen akan mendapat tambahan {(income) & 5.000 per bulan

untuk setiap dana $ 250 yang diinvestasikan.>!

 Pata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Telah Disempurakan. Kornisi Penylaran
Indonesia.yang sudah direvisi oleh Dewap Periklavan Indonesia pade tabun 2005 schinppa
namanya menjadi Etike Paniwara Indonesia.

3 US FIC Cases Interner, httpiworw seribd comidon/ | L73566/US Fegdersl- Trade. Commission-
casesinternet. Diakses tanggal 27 Juni 2000,
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TANGGUNG JAWAR KBKUMBglgTAL DALAM WERVERTISING
3.1  Tinjauwan Umnm Tanggung Jawab

Dalam transaksi e-commerce, sebelum bertransaksi dan berkontrak dengan
customer, biasanya merchant menyatakan kehadirannya dalam intemnet melalui
tklan. Satu kali klik pada iklan di intermet maka customer akan langsung dibawa
ke website vang berisi informasi tentang suata produk. Dalam website tersebut
customer dapat mengetahui lebih banvak tentang produk  yang akun
dikonsumsinya untuk kemudian memutuskan apakah ingin membelt produk
tersebut langsung pada saat itu secara online, menunda pembelian, atau hidak
membeli sama sekali,

Maka iklan dapat pula dikatakan sebagal pre-contraci consideration
karena iklan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepads konsumen
sebelum memutuskan untok benar-benar melakukan transaksi melaloi informas
yang dibutubhkan oleh konsumen untuk mengetabut produk yang akan
dikonsumsinya, dengan demikian pemysataan-pernyataan yang dikemukakan oleh
penjual atan pembuat produk merupakan janji yang mengikat pihak produsen
sendin untuk memenuhinya,

Pernyatsan mengenai produk ini penting, karena sebenarnya dimaksudkan
untuk menarik konsumen untuk membeli suaty produk. Schaliknya bagi
konsumen pernyataan-pemyatan tersebut menjadi informasi yang menjadi baban
pertimbangan untuk membeli suatu produk.! Sehingga hakikat iklan adalah
schagai janji dari semua pihak yang mengumumkannya dan merska bertanggung
Jawab afas setiap akibat hukumnya.

ﬁzz&ungan hukum yang terjedi antara pihak penyedia jasa dengan pihak
konsumen pada akhimya melahirkan suatu hak dan kewsjiban vang mendasar
terciptanya suatu tanggung jawzb, Konsep tanggung jawab hukum meropakan
bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan
bagian yang sangat peating dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus

pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa

Hnosentius Samsul, Joe . ¢it.,, him 76.
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yang bertanggung jawab dan scherapa jaub suatu tanggung jawab dapat
dibebankan kepada pihak-pihak terkait’
3.1.1 Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Hukum Indonesia dikenal dengan apa vang dinamakan prinsip
tanggung jawab, adapun prinsip tanggung jawah adalah:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarken unsur kesalahan (fault Hability atau
Liability based on faull}

Prinsip tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367
KiUHPerdata Jadi dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
seseorang bamu diminta pertanggungjawsbannya secara hukom jika ada unsur
kesalahan yang dilakukannya.’ Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang
hertentangan dengan hukom. Pengertian bukum tidak hanya bertentangan dengan
undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam magyarakat,
“Kesalahan”  dipakai  untuk meéyatékan,' hahwa seseorang  dinyatakan
bertanggungiawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatan yang
3&}3;14

Pasal 1365 KUHPerdata vang berbunyl demikian, “Tiap perbuatan
melanggar bukum yang membawa kemigian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang Kksrema salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”, rengharuskan terpxenuhinya 4 {empat) unsur pokok, vaitu:’

{1} Adanya perbuatan;

(2) Adanya unsur kesalahan;

{3) Adanya kerugian yang diderita;

(4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian,

Berdasarkan yurisprudensi dalam Arrest Hoge Raad 31 Januar 1919 kasus
Colien-Lindenbzum konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang.
Terdapat 4 (empat) unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

(1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
(2} melanggar hak subjektif orang lain;

xib:d him.355-356.

Sxdham Huhum Perlindungan Konsumen Fndonesie (Grasindo:Takarta, 2000), im 3¢
“Sukam Op.Cit., Hlm 85,

f1.ihat ketentuan ?asai 1365 KUHPerdata,
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(3) melanggar kaidah tata susila;dan
(4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang
scharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta orang lain.°
Tanggung jawab ni1 terbatas pada sistem ganti rugi berdasarkan kerugian
yang diderita. Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut
ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang
dialaminya disebabkan oleh kesalahan dad pihak yang ia tuntut untuk membayar
ganti rugi tersebut (tergugat). Kendala yang menyulitkan konsumen memperoleh
kompensasi (ganti rugi) disebabkan:’

a. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan
prinsip tanggung jawab atas dasar adanya unsur kesalahan (based fault
linbility theory) dimana pihak penggugat/korban harus membuktikan
adanya unsur kesalahan dipihak terpugat (produsen). Bila pihak penggugat
gagal untuk membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka
‘gugatannya gagal. Padahal bagi konsumen (korban) yang pada umumnya
awam terhadap proses produksi dalam industri, apalagi vang menggunakan
teknologl yang -tinggi dan canggih, boleh dikatakan mustahil mampu
membuktikan secara tetap dimana letaknya kesalahan yang menyebabkan
cacatnya produk atau barang tersebut.

b. Tuntutan harus melalui pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu
lama.

c. Tuntutan melalui pengadilan juga memerlukan biaya yang cukup besar.
Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa, Setiap orang

ertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi
untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Sesuai
dengan Pasal 1366 KUHPerdata, Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Pascasarjana, 2003), hlm. 19

"Endang Saefullah Wiradipraja, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang
Ditimbulkan Dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Makalah Pada Seminar
Nasional Prospektif Hukum Perlindungan Personil Dalam Sistem Hukum Nasional Mcnghadapl
Era Perdagangan Bebas, (Bandung: UNISBA, 1998), him.10.
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karena kesengajaan, tetapi karena kelalasian atau kekurang hati-hatian yang
mengakibatkkan kerugian terhadap orang lain,

Piatur juga dalam Pasal 1367 KUHPerdata mengenai pertanggangiawaban
kerugian vang disebabkan oleh perbuastan orang-orang yang meniadi
tanggungannya, dan yang disehabkan barang-barang vang beradas dalam
pengawasannya. Dalam Pasal 1367 KUHPerdata ditegagkan:

"Seorang tidak saja bertanggungiawasb unfuk kerugian yang disebabkan

perbuatannys sendiri, tetapi juga untuk kerugian vang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungarmya atan disebabkan oleh

‘barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..."”

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungiawab (presumption of liakility
principle)

Prinsip ini menyatgkan, tergugat selalu dianggap sampai ia dapat
membuktikan bahwa iz tidak bersalah. Jadi beban pembukiian ada pada s
tergugat. Tampak pembalikan beban pembuktian diterima dalam priasip tersebut.
Seseorang dianggap bersaizh sampal yapg bersangkufan dapat membuktikan
schaliknya. Sebagaimana ditegakkan pada Pasal 19, 22, 23 dan Pasal 28 UUPK.
Konsumen yang akan menunfut ganti regi kepada pelaku usaha sebagai produsen
sebagal kowajiban untuk membuktikan ada adaknya unsur keszlahan tersehut
telah “dibalikkan’ menjadi bebas dengan tanggung jawsab pelaku usaha (produsen)
barang sebagai pihak tergugat®
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk tidak selalo bertangpungjawab (presumption of
nonliability principle), menyatakan bahwa tergugat selsln dianggap tfidak
bertanggungjawab sampai terbukti bshwa 12 bepsr-benar bersalah dibawah
putusan pengadilan, Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang
sangat terbatas, dan pembatasan demikian secara common semse dapat
dibenarkan.®
4. Prnsip tanggung jawab mutlak

Prnsip tanggung jawab mutiak (wrict lLability) yaitu tanggung jawab
mutlak atau sistem ganti rugi penuh, berdasarkan ada atau tidak adarnya kesalahan,

ihid., Blm. 314-315
IShidarts, Op.Cit, Hlm.62
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Dengan kata lan tanggung jawab mutlak {strict liability) adalsh prinsip tanggung
jawab vang meneiapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun
ada pengecushan-pengecuzlian yang memungkinkan untuk dibebaskan dan
tanggung jawab, musalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, tanggung jawsb
absolut (absolut Hability) adalah prinsip tanpgung jawab tanpa kesalahan dan
tidak ada pengecualiannya. Selam itu, ada pendapat yang agak mirip mengaitkan
perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara
subjek yang bertanggungiawab dan kesalahannya, Pada siricr Hability, dapat saja
st tergugat yang dimintai tangguag jawab itu bukan pelaku langsung dari
kesalahan tersebut.'°

Menurut R.C. Hoeber et al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak in
diterapkan karena (1) konsumen tidak delam posisi yang menguntungkan, (2)
diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gngatan
atas kesalabannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya
tertentu pada harga produknya, (3} asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-
hati.!!

Prinsip tanggung jawab mutlak dalarn hukum perlindungan konsumen
secara urmmm digunakan vntuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang
memasarkan produknya vang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ind
dikenal dengan nama product liabifity, Menurut asas ini, produsen waiib
bertanggungyawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk
yang dipasarkannya.

Dalam mengantisipasi produk-produk atau jasa yang merugikan atau
mencelakakan konsumen, sebagian negara peserfa perdagangan bebas telzh
mengintraduksikan product liability dalam tata hukumnya, sepertt Jepang, Inggris,
Belanda, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) serta negara-
negars lain yang sudah terbiasa menjadiken hukum sebagai alat rekayasa sosial
menufu kepastian bukom yang berkeadilan sosial. Realitas penegakan hukum
menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadan. Hukum melegitimasi

“Sidbars, Huhon Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), kim.63
Heukarmi, Op, Ci., him 88,
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ketidakadilan sosial sekonomi, misalnya struktur hukum sangat memungkinkan

pengusaha/produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.

P2

Alasan prinsip tanggung jawab mutlak (stric? liability) diterapkan pada

hukum tanggung jawab produk (product liability) adalah:

I.

Diantara korban/konsumen di suata pihak dan produsen di lain pihak,
beban kemgiari (risiko) seharusnyz ditanggung oleh pihak yang
memproduksi/mengeluarkan barang-barang di pasaran.

Dengan menerapkan/mengedarkan barang-barang di  pasaran, berarti
produsen menjamin bahwa barang-barang fersebut aman dan pantas unhik
dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak bertanggungjawab.

Pntuk menghilangkan proses penuntulan berunton yang membutubken
wakm lama.

Berdasarkan sistem hukum vang ada keduduksn konsumen yang lemah

maka perfu diterapkan prinsip tanggungjawab mutlak (strict lability) tentang

fanggung jawab produsen atas produk. Dengan diberiakukannya prinsip tanggung

jawab muotlak diharapkan produsen/industrialisasi Indonesia menyadari betapa

pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan sebab bila tidak akan

merugikan konsumnen juga akan merugikan produsen karena ada resiko yang harus

ditenggung. Pemberiakuan siricf Labifity dalam hukum tentang {anggung jawab
produk tidak berari produsen tidak mendapat perlindungan. Hal tersebut diatur
dalarn Pasal 27 UUPK yang menvaiakan bahwa,"Pelakn usaha yang memproduksi
barang dibebaskan dan tanggungjawab atas kerupian yang diderita konsumen

apabila;

a.

barang tersebut terbukti ssharusnya tidak  diedarkan atau  tidak

dimaksudkan untuk diedarkan;

cacat barang tiinbul pada kemudian hani;

cacat imbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi ketentuan
barang;

kelalaian yang diakibatkan konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntotan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli
atan lewatnya jangka wakiu yang diperjeniikan.”

“Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Insirumen-Insirumen Hukumnya, (Bandung: PT, Ciira
Aditya Bakii, 2000), him. 52

- . . » Universitas indonesia
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5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula

eksonerasi dalam perjanjian baku (standard contracf) yang dibuatnya. Prinsip

tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak

oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku diatur dalam
Pasal 18 UUPK, yang berbunyi demikian: '

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klansula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.
b.

C.

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung uniuk melakukan
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran;

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kepunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,;

memben hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek
jual beli jasa;

menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan yang
dibelr konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
undang-undang ini,”

6. Product Liability dan Professional Liability

Dua prinsip penting dalam UJUPK adalah tanggung jawab produk (Product

Liability) dan tanggung jawab professional (Professional Liability). Agnes M.

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH LMIQ!MQFS“&S Indonesia
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Toar mengartitkan tanggungjawab produk sebagai tanggungjawab para produsen
untuk preduk yang telah dibawanya dalamn peredaran, yang menimbulkan atau
menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut,

Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan
adanya:**

1. Pelanggaran jaminan (brench of waranty)

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha {(khususnya
produsen), bazbwa barang yang dihasilkan, dijusl atau ditawarkan tidak
mengandung cacal, Pengerlian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang
{construction defect), desain {design defecty, dan/atau pelabelan {(labeling deject),
2. Kelalaian (regligence)

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah (negligence) adalah bila si pelaku
usaha yang digugat itu gapal menunjukkan, ia cukup berhati-hati (reasonable
carey dalam meinbuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label,
atan mendistribusikan suata barang. Menurut Agnes M.Tear, negligence adalah
perilaku yang tdak sesuai dengan standar perilaku (stendar of conduct)
sebagaimana diterapkan oleh peraturan perundang-undangan, demsi perlindungan
terhadap magyarakat dari resiko yang ftidak rasional {wmreasonable risk)
sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, negligence adalah

“The failure 1o exercise the standard of care that ¢ reasonable prudent
person weuid have exercised in a similar situation; any conduct that falles
below the legal standurd established 1o protect others against
unreasonable risk of harm, except for comduct that is inmtentionally,
wanionly, or willyfully disregardful of other’s rights. The term denotes
culpable carclessness. The roman-law egquivalents are culpa a;zd
negligencetia, as contrasted with dolus(wrongful intention).”

Dalam KUHPerdats, ketentuan tentang tanggung jawab produk distur dalam Pasal
1504, yang berbunyi demikian:

"8 penjual diwgjibkan menanggung terhadap cocat tersembunyi pada
barang yang dijual, yang membuyat barang iu tek sanggup untuk
pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu
sehingga, seandainva st pembeli mengetabui cacat itu, ta sama sekali

¥ Lembaga Konswmen Indonesia, Pokok-Pokok Pikiran Jentang Permasalahan Perlindungan
Konsumen, {Jakarta: YLK1,2003), 1m0,
"‘Sldharta, op.cithlm 64,

PSukarmi, op.cit. himB1,
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tidek nkan membeli burangnva, atau tidek akan membelinya selain dengan

harga yang kurang.”

Pasal diatas berkaitan dengan Pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504, sampai
dengan 1311, Sedangkan dalam UUPK diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal
11 yang mengisyaratkan adanys tanggung jawab produk. Pasal 19 ayat 1 UUPK
merumuskan tanggung jawab produk dengan menyatzkan, “Pelake usaha
bertanggungjawab memberikan ganti rogi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atzu jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.™

Apabila product Hability berkaitan dengan produk barang maka
professional Lability berkaitan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatradja,
tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam
hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien.'®

Sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional dapat timbul karena
penyedia jasa profesional tidak memenubi perjanjian vang mercka sepaksu
dengan kiien atan akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan
perbuatan melawan hukum. Fenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara
tenaga professional dan kliennya dapat dibedakan menjadi dua yaitu jasa yang
diperjanjikan menjadi sesuatu {reswltoat verbintenis) dan jasa yang diperjanjtkan
mengupayakan sesuatu (ispanning verbinienis). Kedua jenis perjaniian i
membent konsckuensi yang berbeda dalam tanggung jawabh profesional yang
bersangkutan,

Ketentuan ini diatur dalam Pagal 19 ayat 1 UUPK mengenar tanggung
jawab pelaku usaha. Untuk menentukan apakah suatu tindakan menyalahi
tanggung jawab profesional perlu ada nkuran yang jelas. Indikator itu ditetapkan
tidak dalam undang-undang tetapi oleh asosiasi profesi. Asosiasi profest fnilah
vang menetapkan standar pelayanan yang wajib diberikan kepada klien dari setiap
tenaga professiosal yang berkecimpung dalam profesi itu. Standar profest mi
bersifal teknis felapi dapat pula berupa aluran-aturan moral yang dimuat dalam
kode etik profesi,’’

"Komar Kantsatmiadje, “Tanggung Jawab Profesional”, Jurnal Bra Hukum, Tahun I No.10,
Okiober, 1996, klm.4
VSukarmi, op.cit., him. 92
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3.2  Tanggung Jawab Hukum Portal Dalam Webvertising

Menurut hemat penulis, portal adalah kumpulan situs yang memiliki
berbagai layanan vang berfujuan untuk membuat betsh pengguna layanan tersebat
untuk berlama-lama, Schingga portal dapat dijadikan agen elektronik dalam
webvertizing.

Portal dapat termasuk penyelenggara jasa internet (PI). Pada umumnya
PI1 dapat dikategorikan menjadi 3 macam vaito:'®
a. Online Service Provider (OSP) seperti Americe Oniine, Prodigy, dan

Compuserve, yag tidak hanya menyediakan akses internef telap: juga layanan
vang berbubungan dengan lavanan akses internef, misalnya web Aosting.
Sekali terkoneksi pelanggannya tidak henya mengakses server yang ada di PJI
tersebut fetapi juga internet server lainnya.

b, Internet Access Provider (IAP) seperlt Netcom, 1BM, yang uvmumnya
menyediakan akses langsung ke internef, memampukan pelangganuya
mengakses layanan-layanan intemnet dengan menghubungkannya ke sebuah
Interner Server Hosting. Oleh karena itu IAP tidak menyediskan confent,
hanya semata-mata menyediakan akses ke confent yang ada di tempat lain.
Namun ada beberapa IAP yang selain menyodiakan akses intemel Juga
membertkan sedikit layanan lainnya,

c. Logical Access Provider (LAP) seperti Lycos, Infoseek, Aliavista, dll vang
hanya menyediakan layanan portal.

Walaupun pengertian dari PJ1 adalah suatu perusahaan yang menyediakan
akses ke internet. Akan tetapi PJI dapat terdiri dari beberapa macam, Suata PII
dapat menyediakan layanan akses intemet secara retail kepada pelanggan rumah
tangga maupun bisnis. PII juga dapat mengoperasikan jarmgan buckbone
(backbore network) dan menyediakan akses dial up dan dedicated kepada PJl
lainnya sebapai suaty bisnis secara keseluruhan, Beberapa P31 juga menyediakan
layanan kosting, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya didalam
server komputer yang dijalankan oleh PJI dengan akses intermet dedicated dan
pemeliharaan serta pengamanan selama 24 {dua puluh empaf) jam sehari, 7(tujuh)

¥ Sebagaimana diambil dari Jose I Rojas, Liabifiny af 1SP’S Content Providers and End Users on
Tka Interner, Practicing Law Instiule Patents, Copyrights, Trademsrks and Literary Property
Cowgse Handbook Serdes, 1998, p, 1069-1535
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hari seminggu. PJI lainnya tidak menyediakan layanan-layanan tersebut diatas

melainkan hanya menjalankan portal-portal saja.

Layapan utama darl schugh PJ1 adalah memberikan Iayanan akses ke

internet, namun untuk dapat memeksimaikan pengembangan usahanya serta untuk
memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi para pelanggan atau penggunanya
biasanya PJI menyediakan layanan-layanan penunjang lainnya. Secara umum
bentuk-bentuk lavanan yang biasanya disediakan oleh PII adalah sebagal berikat:

a

Akses Internet
Sebagai suatu lavanan wiama suaty PH, lavanan akses internsi ini biasanya
terdiri dari 2 macam vaitu Dial Up (melalui saluran telepon) dan Dedivated
Connection (menggunakan jalur khusus misalnya satelit, tv kabel, atan
jaringan terestrial lain);
Web Hosting yaitu layanan penempatan situs web atau homepage di server PlI
sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengeuna internet;
Web Space, yaitu jasa 1ayana.n- penempatan ruang {space) di server P ontuk
berbapai aplikasi internet;
Server collpcation yaltu layanan jasa penvediaan tuang bepkut fasilitas-
fasilitas penunjangrya di lokasi gedung PJI untuk penempatan server
pelanggan dan koneksinya di indemet;
Web Development yaitu layanan pembuatan sifus web atau homepage baik
pribaci mavpun perusahaarn;
E-mail (electronic muily vaitu surat roenyurat elekiromik antara pengguna
intemet;
Internet Relay Chat (IRC) yaitu konferensi para pengguna internot yang diatur
melalui jaringan, yvang digunakan para pengguna internet dari seluruh dunia
untuk berkorespondensi; |
Newsgroup yaitu forum diskusi yang terorganisir dibawah seorang moderator.
PJ1 biasanya mengendalikan server berita untuk  diberikan  kepada
DENZRMNANYA,

Jenis-jenis Penjanjian Pendukung {supporiing Agreement) yang terlebih

dahulu harus dibuat pelaku psaha dengan pihak ketipa. Pihak Ketigs yang

Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH M@Wﬁ% indonesia
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dimaksud adalah pihak pembuat website (web design), Internet Service Provider
{ISP), dan Pihak Pembuat Tlan (webvertising)”®

4, Website Development dgreement

Perjanjian antara pthak pelaka usaha (merchants) dengan pihak

penyelenggara jasa pembuatan website (web design) untuk membentuk tempat di
internet {(website) yang sesual dengan keinginan pithak pelaku usaha. Setelah
pruses pembuatan website sclesai, maka t{erdapat peraliban hak dan pihak
pembuat website kepada pihak pelaka nsaha yang meliputi hak penggunean, serfa
hak perubahan dari website tersebut di kemudian hari. Dengan kata lain, pihak
pelaku usaha akhirnys mempeunyal machine engine sendirt yang dapat
memperbsharoi data di websitenya setisp ssat bila diinginkan. Poin vang
ditekankan pada perianjian ini adaleh mengenat hak atas bentuk teks, logo,
gambar, dll, yang telah dibuat olch web derign. Kesemuaniys menjadi milik pelaku
usaha dengan pembayaran basil cipta desain kepada pembuat website;

b. ISP Agreement

Salah satu perfanjian pendukumng lain yang terjadi antara pihak pelaku

usaha dengan pihak ISP sclanjuinya provider, agar website yang telah dibuat bisa
diakses (hosting) serma pihak. Provider harus dapat mengatur lale lintas jaringan
dalarn server agar Kegiatan transaks: di internet tidak terganggu, serta mmemastikan
bahwa tidak ada pihak mapapun yang dapat memasuki data dalam jaringan
tersebut (hacking). Disamping itu mereka juga bams melaporkan data statistik
untuk menganahisis dan menghttung jumlah orang yang masuk dalam website
pelaku usaha. Yang harus diperhatikan provider fidak bertanggungiawab atas
segala bentuk aktivilas transsksi yang dilakukan dalam websife tersebut dan
mercka mempunyai hak unituk menghentikan sementara atau mengakhiri konfrak
jasa tersebut pada kejadian-kgjadian seperti pelanggaran hak cipta,

c. Webvertizing Agreement
Merupakan perjanjian untuk menampilkan iklan pada websife milik pihak Iain,
{klan tersebut bisa dalam bentuk iklan spanduk (banner advertising), iklan yang

PSebagaimana yang diarobil dac tesis Numil Disna Frawat, Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Terhadap Konsumen Dulam Transoksi Bisnis i Internei, (Iakarta: Pascassrjana Universitas
Indonesia, 2062), him.G,
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dipublikasikan secara online (advertising in online publications), hyperlinks, dan
juga browser windows yang dimulai secara otomatis. Isu utama yang timbul dari
pemasang iklan adalah memastikan apakah iklan yang diinginkan sudah
ditayangkan dan sesuai dengan target pasar dan produk yang ditawarkan. Pemilik
website harus dapat memastikan bahwa iklan yang ditampilkan dalam websitenya
tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang,

3.2.1 Tanggung Jawab Terhadap Sistem Informasi

Menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996,
“information system* adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat,
mengirim, menyimpan ataupun memproses suatu data messages. Bahwa suatu
sistem informasi terdin atas keberadaan fungsi-fungsi input, process, outpui,
storage, dan communication. Olech karena itu, perkembangan tekmologi sistem
informasi mencalup semua perkembangan teknologi dari fungsi-fungsi tersebut,
yakni teknologi peng-input-an, teknologi pemprosesan ataupun tekmologi
pemprograman, teknologi peng-output-an, teknologi penyimpanan dan teknologi
pengkomunikasian.”®

Dalam Konvergensi telematika, khususnya dalam lingkup hubungan
komunikasi elektronik global, semua pihak yang menggunakan sistem tekmologi
tersebut sebenamya adalah konsumen dari sistem elekironik itu sendin. Jadi
penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem
elektronik yang dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (developer) atau
diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (provider).?!

Sistem informasi yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat disebabkan oleh
Pertama, kerusakan pada suatu program komputer yang merupakan wujud konkret
keberadaan sistem informasi elektronik yang dikembangkan tersebut pada
dasarnya merupakan tanggung jawab mutlak dari intelektual si pembuatnya.
Dalam hal pengaturan dari pengadaan suate urusan bisnis/kegiatan bisnis melalui
website (“Dot. Com business”), seorang dapat mendesain dan mengembangkan
website-nya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional website

developer berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut (merchant).

Edmon Makarim ,ibid.,hlm 41.
2 1bid., hlm.342.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan website design dan

website development agreement adalah:*

I

Pengaturan rona dan fungsi dari site tersebut. Dalam hal ini, kontrak harus
mencerminkan beberapa hal di antaranya yaitu spesifikasi dari struktor desain
dari website tersebut yang memberikan araban bagl perancang website. Agar
mencerminkan keinginan imajinasinya untuk dituangkan dalam website-niya;
Rencana proyek. Termasuk didalamnyz hak dan kewajiban pihak merchant
dengan pihak website designer terscbut, misalnya hak e-merchant untuk
memonifor perkembangan dan kemajuan dari website yang dibuat perancang
texsebut;

Kriteria Bvaluasi. Termasuk didalamnya kriteria evaluasi dari websire tersebut
apakah telah sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang telah ditetapkan;
Pemilik dari perangkat yang dipakai. Dalam hal mi konirek seharusnya
memuat kepenrilikan dan perangkat Jupak yang digunakan perancang uniuk
website tersebut; -

Harga dan cara pembayaran. Harus pula dimuat di dslam kontrak ini, harga
dan cara pembayaran apakah berupz pembayaran sekaligus, keedit, ataupun
pembayaran berdasarkan jm& tertentu dari tugas yang telah diselesatkan;
Hak cipty, dalam hal penggunaan perangkat lanak uptuk menciptakan dan
mendesain website tersebut, harus diperhatikan dan diindahkan hak cipta dar
software yang digunakan;

Kerahasiaan, dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pengembang
terikat notuk menjaga segala kerabasiaan informasi yang terdapat didalam
kontrak;

Jaminan, bahwa di dalam kontrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang
harus dibuat oleh p dengembang website atas hasil karya yang dibuat yang
harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhattkan hak intelektoal dan tidak
melanggar keteptuan hokum yang ada;

Pengumuman, agar websife mempunya kemampuan tuntek melampaui batas-
batas yuridiksi nasional oleh karena itu kontrak-kontrak internasional yang

terjadi dalam e-commerce harus mengandung komponen pilihan hukum.

2 thid 531
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Tanggung jawab pihak si pengembang program yang didasarkan atas
pesanan {bespoke soffware) adalah mencakup antara lain:

1. jaminan desain sistem yang sesuai dengan permintaan dani pengguna (ftness
for particidar purppse) yang wnuwrmya dituangkan dalam kerangka acuan
kebutuhan program (fewms of reference) atau request jor proposal yang
ditawarkan;

2. jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau pengimoplementasian sistem yang
sesuat dengan desain dan jangka waktu yang telah disepakati;

3. jaminan pengoperasian sistem yang aman dan nyaman;

4. jaminan porawatan dan pemelibaraan sistem yang berkelanjutan.

Terhadap ketidaksesuatan yang mengakibatkan sistem program tersebut
tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka porlal selaku pihak pengguna
atas program ftersebut dapat meminta gantt rugl ataupun kompensasi terhadap
kerngian akibat wanprestesi darl si pengembang tersebut yaitu kelalaian
pengembang dalam mendesain sisters yang baik berdasarkan perjanjian antara
para pihak. Dalam hal adanya hubungan perjanjian (privity of contruct) maka
tanggung jawal pengembang terhadap portal didasarkan pada contractual liability
dan secara umum akan bertanggungjawab secara profesional terhadap semua hasil
pekerjaannya yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah
keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam “menjalankan profesinya
dengan telap mengutamakan kepentingan umum.

Kedua, akibat kelalaian dart Infernet Service Provider (ISF) atas
penyediaan akses intemet. Dalam bal inl terdapat hubungan perjanjian anlara ISP
dengan portal mengenal penyediaan akses maka tanggung jawab ISP dengan
portal dapat didasarkan pada professional liability. Apabila gistem informasi tidak
berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan dampak kerugian maka portal
tidak bertanggungjawab, Terjadi demikian karena portal tidak menyediakan akses
ke infernet. Penyelenggara jasa internet yang layanan utamanya menyediakan
akses internet dinilai potensial untuk diminfa pertangpungjawabannya, Penyedia
Jasa Intemnet (Infernet Service Provider) yang berfungs: untuk menyelenggarakan

ketersediaan janngan sistem elekironik sehmgea di dalam melakukan usahanya ia
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mendepatkan ijin uszha derl Menterd Komunikasi dan Informatika” Serta
memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan pelayanannya dan
secara tidak langsung dalam konteks moral juga memiliki tanggung jawab untuk
melakukan filtrasi terhadap informasi elektronik yang menggunakan jeringannya
untuk mencegsh terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta ateupun penyebaran
materl-matert yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ind
dikarenakan sebagai penyedia akses dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas
periukaran inforroasi vang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil
langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Ketiga, akibat foree majenve misalnya tidak berjalannya sistem informasi
schagaimana mestinya dikarenakan gangpuan listrik, kerusskan komputer, atau
akibat scrangan vires maka terdapat pengecualian yang mernungkinkan untuk
dibebaskan dari tanggung jawab. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak
detik.com. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat perianjian
pendukung diantara ISP dau Porfal. Dalam hal ini terdapat perjanjian kerjasama
antarz Detikcom dengan CBNet. Mepurut pengalaman Detik.com apabila
terdapat gangguan sistem informasi, pihak CBN skan memberkan ganti rug
dalam bentuk potongan harga/ diskon terhadap penambaban daya akses.Dimana
didahulukan dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat™
3.2.2 Tangpgung Jawab Terhadap Tkian

Iklan memang roemiliki peran penting dalam mengideologikan produk
kepada konsumen. Melalui media, iklan yang disugubkan olch perosabaan melalui
raedia diharapkan dapat memberikan mformasi positif untuk kepentingan
masyarakat yang akan mengkonsumsi produk. Dengan kata Jain iklan yang baik
adalah iklan yang mengandung nilai guna primer bagi konsumen, sehingga
dengan mengkonsumst suatu produk melalui iklan yang telah mempersuasi
kognisi, afeksi dan konasi konsumen, konsumen dapat mengambil manfaat positif
vang secara rasional berasal dari proses adanya permintaan dan penawaran.

Salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal
4 {¢) UUPK, begitu pula menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana vang

“Pasal § ayat 3 PP No.52 Tehun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
“Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan dari Plhak Detik.com tanggal 16 Juni 2009,

- . niversiias indonasia
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diatur dalam Pasal 7 (b) UUPK yaitu memberikan informas? yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang danfatau jasa serta memberi
penjelasan penggunagn, perbaikan, dan pemeliharaan.

Terdapat empat nilai dalam keberadasn informasi yaitu privacy, ecauracy,
property, dan accessibility. Informasi sebagai hasil keluaran ditujukan untuk
menjawab kebutuhan dari si pengguna informasi sehingga ia merupakan privacy
dan property dani st péngakﬁa atau pengpuna sistem informasi. Berhubungan
dengan kaidah ini, sepatuinya pera individu dapat menjaga kesermbangamya
dengan kepentingan publik. Jangan sampai perlindungan hak-hak asasi manusia
yaitu freedom of speeck (freedom of information) dan free flow of information
juga tetap harus melindungi kepentingan hak asasi manusia orang lain, yaitn hak
untuk menjaga dan membatasi kerahasiaannya.

Selanjutnya berkenaan dengan kaidah accuracy dan accessibility dari
suatu sistem informasi, sepatutnya secara teknis disadari bahwa validitas suatu
informasi ditentukan oleh suatu performan sistem pemrosesan yang baik dan
didasarkan atas keberadaan suatu fakta atau data yang ada den bukan mengada-
ada. Hal inilah veng tentunya skan dimintakan pertanggungjawabannya oleh
publik, sckiranya informasi tersebut disebarkan kepada publik dan mempengarahi
keberadaan-keberadaan norma-nompa  ataw  milai-milal  yeng  dianut  suats
masyarakat. Demikian jugd hainya apabila ia bersinggungan atau bertentangan
dengan kepentingan pribadi pihak lain, secara perdata si pengolab mformast haros
dimintakan pertanggungiawaban ferhadap dampak-dampak kerugian yang
ditimbulkan.* |

Di era informasi alau information age i, Informast telah menjadi
komoditas vang diperhitungkan konsumen karena sering menjadi obisk frandulent
mispreseniation”  akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan
keberadaan suatu ioforrmasi mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi,

padahal iengkap atau tidaknya informasi ikut menentukan keputosan untuk

Bibid., him,45-46,

*TPren kriminal yang rouncol dad sisi negatif kemmjuan tekmologi informasi dalam pola
penyuguban informasi vang tidak benar yang sscara sengaja atau tidak disadari dampakaya sangat
mengikan masyarakst atay kopsumen. Telapi hal i dilakukan untek memperelel keuntungan,
Praktik tersebut sangat sulit diidentifibasi dan biasanya dilakukun oleh perusabaan di bidang
property, perpaizkan, pasar micdal, tender, dll. Lihat - N H.T Siahagn ibid., e 127,
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membeli atau tidak membeli suatu produk. Prakiik fraudulent mispreseniation
dalam periklanan di Indonesia, dapat ditentukan dua kategori,berupa:”’

1. Pemakaian pernyataan-pernyataan yang secara jelas-jelas salah (false).
Misalnya menyebutkan adanya sesuatu vang sebenamya tidak ada, atap
menyebutkan tidak adanya sesuate yang sebenarnya sesuatu itu ada dalam
produksi yang diiklankan.

2. Pernyatsan-peryataan yang menyesatkan (mislead),

Pada dasamya konsamen tidak mengetahni semua jenis produk barang dan
jesa apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informasi fersebut
digunakan iklan, baik melalyi medin cetak maupun mediz elektronik, iklan bagi
pelakn usaha adalah media yang sangat dibutubkan antuk memasarkan produknya
dan menaikkan jumlah penjualan. Dengan kata lain iklan merupakan nsaha entuk
memancing dan membangkitkan minat (aming) konsumen, untuk membeli produk
atan jasa yang diiklankan.

Idlan yang dipandang sebagai a2lat vang digunakan pelaku usaha agar
mendapat keuntungan yang besar karenma masyarakat sudah mengenal dan
mengetahui produk yang mercka tawarkan, sehingga masyarakat banyak yang
menggunakan produikmya, Namun seharusnys iklan juga dipandang sebapai alat
informasi yang tidak saja menguntungkan produsen fetapi membabavakan
konsumen.

Tidak bisa dipungkiri bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku vszha
dengan konsumen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat
sudah membeli produk atau layanan jasa berdasarkan iklan, kontrak sudah terjadi.
Maka mestinya pengusaha tidak hanya mencan keustungan, tapi juga wajib
memberikan edukasi lewat iklan *®

Pengertian tanggung jawab informasi pada iklan adalah bahwa penawaran
yang dilakukan pelaku usaha terhadap produk berupa barang baik barang baik
bergerak maupun tidak bergerak dan/atau jasa harus memmat keterangan yang

tidak menimbulkan salah interprestasi mengenat keadaan barang dan/atan jasa

erdapat istilah-stilah lsin selain dua kategori diatas, vakni berupa puffery yaitu iklas vang
menyatzkan suatu produksi secara berlebihan dengan menggunakan opini subjektif, mocks up
yaity carz mengiklankan sesusty produksi desgan menggunakan tirsan, dan deceptive 7bid.

* “YLRI Ingatkan Operator Soal Iklan”, Koran Tempe {8 April 2008).
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tersebut. Tanggung iawab dalam memberikan keterangan suatu  produk
sepenuhnya harus mengacu pads beberapa asas umum kode etk
periklanan, *vakni sebagai berikut:
1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan ttdak berientangan dengan
ketentuan hukum vang berlaky;
2. Tkisn tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan mariabat,
agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongary,
3. Jklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sechat.

Keatentnan hukum yang mengatur bentuk pelanggaran oleh pelaku nsaha
periklanan tidak distur secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun Pasal 1473
KUHPerdata menyatakan bahwa'...si pemjual diwajibkan menyatakan dengan
tepas untuk apa ia mengikatkan dirinya; scgala janji yang tidak terang dan dapat
diberikan berbagai pengertian harus ditafsitkan untuk kerogiannya® Disint
dikatakan bahwa informasi yang objektif dalam swatu janji yang terang (benfuk
iklan) di media harus diberitabukan secara tegas dan jelas oleh pelaku usaha
periklanan.

Tanggung jawab kemudian dibebankan pada para pelaku usaha baik yang
memproduksi/mempromosikan/mengiklankan barang dan/atau jasa di internet,
maupun para pelaku usaha perikianan. Hal tersebut dibedakan karena ketentuan
UUPK mengatur dua kategori pelarangan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan
pelaku ugaha datam mengiklankan produknya.

Pasal 9, 10, 12, dan Pasal 13 UUPK terlibat bahwa pelaku usaha yang
teridentifikasi sesuai dengan definisi pelaku usaha pada ketentuan Pasal 1 angka 3
UUPK, berlainan dengan ketentuan Pasal 17 UUPK vyang secara jelas
diungkapkan pelarangan bagi para pelaku usaha periklanan, yang melipufi
pengiklan, perusahaan iklan, dan media. Namun, konsekuensi yuridisnya temyata
tidak berbeda dalam pengaturan di Pasal 62 ayat {1} dan (2} UUPK.

# Az Masution dkk,Laporan Tim: Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etiks Bisnis
Periklasan & Indopesis, (Jakerta BPAN, 1994),h.13. Bandinpkan dengan Thomss Gibboms,
Regulating The Media: Modem Legal Studies, 2™ ed.(London:Sweet & Maxwell, 1998}, hlm. 194,
Dikatakan babwa efek penyiaran dan terpaen media terbadap khalayak akibat ildan iai cukup
besar, schingga sustu iklan barus samgat diperfanggungiawsbkan layak, jujur, dan benar,
sebagaimana dinmbil dulam Edmon Makarim, Op Cft, him 393,
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Lebih lanjut dari i, ketentuan dalam Pasal 20 ULJPK menjelaskan

sebagai berikut,”.. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab ates iklan yang

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.” Pelarangan

atas iklan yang diproduks) tersebut meliputi:?

L

tindakan pelaku usaha periklanan vang mengelabui konsumen mengenai
kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa;
tindakan pelaku wsaha periklanan yang mengelabui jamman/garansi
terhadap barang dan/atau jasa;

memuat informast yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang
darnvatau jasa;

tidak memuat mengenal risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

5. mengekploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang yang

berwenang atau persetijuan yang bersangkutan;

melanggar etika dap/atav  keteniuazn peraturan perundang-undangan
mengenal periklanan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi
iklan yang dapat mengelabui konsumen mengenai kualitas, knantitas,

_ baban, kegunaan, dan harga barang.

Berkaitan dengan isu-isu mengenai pelanggaran dalam  kode sk

periklanan yang terjadi pada iklan & beberapz media, idealnya dapat diterapkan

juga pada ikian di media internat Denpgan kata lain, baik pelaku psaha yang

melalakan usahanya secara langsung smaupun melalod internct dapat dikenakan

pasal-pasal dalam UUPK apabila mereka melangear Keteniuan tersebut. Sctiap

konsumen pemasar; pengiklan, perusahaan periklspan dan media periklanan

mempunyai tanggung jawab menurut peran dan bobot keterlibatan masing-masing

dalam penciptaan dan penycbaran pesan-pesan iklan,

Pengrklan bertanggung jawab atas benarnya informasi tentang produk
yang dibenkan kepada Perusahsan Periklavan, Termasuk ikat memberi
arah; batasan dan masukan pada pesan iklan, sehingga tidak terjadi janji
yang berlebihan (“overciain™) atas kemampuan nyats produk.

Perusahaan periklanan bertanggungiawab atas ketepatan unsur persnasi

yang dimasukkan dalam pesan iklan, melalui pemilahan dan pemiliban

4 ihat; Pasal 17 ULIPK,

' i o
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informasi yang diberikan Pengiklan, maupun dalam upaya menggali dan

mendayagunakan kreativitasnya.

» Moedia penklanan bertanggungjawab atas kesepadanan antara pesan iklan
yang dislackan dengan nilai-nilai sosial-budaya dari profil khalaysk
sasarannya.”’

Ketentuan mengenal tanggungjawab pelaku usaha perikianan yang
tercantum dalam Pasal 20 UUPK mewajibkan mereka bertanggungjawab: atas
iklan yang diproduksi dan segala zkibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Artinya, ketiga jenis pelaku usaha periklanan dapat dipertanggungiawabkan seoara
fanggung renteng. Namwn, pertimbangan hakim  sangat dibutubken uniok
mengambil keputusan dalam melihat secara tepat pihak pelaku usaha mana yang
harus bertanggung jawab sesua: dengan ketentuan ind..

Sementara ilu, dalam Etika Pariwara Indonesia (EPD) terdapat ketentean
bahwa tanggung jawab hares diukor menurat komponen pelaku usaha periklanen.
Artinya, pengiklan berfanggung jawab atas benarmya informasi tentang produk
yang disampaikan kepada perusahaan periklanan. Perusahasn periklanan
bertanggungjawab atas ketepatan unsur persuasif yang disampaikan dalam iklan.
Adapun media periklanan bertanggungiawab untuk kesepadanan iklan yang
disiarkan dengan nilai-nilai sosial budaya dari masyarakat yang menjadi sasaran
siarannya.*

Adapun mengenal 'tmiiakan admimistratif dimungkinkan untuk dijatobkan
kepada pelaku usaha periklanan,’dengan menampilkan iklan perbaikan
{correciive advertisment) di suatu media tertentu. Hal ini dilakukan atas perbuatan
pelaku. usaha periklanan yvang menampilkan iklan menyesatkan, menipy, atas
mengakibatkan cedera pada konmsumen. Iklan koreksi ini telah dijalankan di
beberapa negara, namun di dalam UUPK hal tersebut belum mendapat perhatian,

Dalam kasus iklan ponsel iPhore 3G dpple yang dilarang penayangannya
di London, Inggris. Komisi Penyiaran Periklanan Inggris {Advertising Standard
Authority (ASA)) melarang penayangan iklan & Inggris karena dianggap

omisi Periklanan Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklaman Indonesia vang
Disermpurnakan, (Jakarta: Komisi Periklanan Indonesia, 1996), hlm.8.

# g amisi Periklanan Indonesia, loc.cit.

B Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, loc.cit.
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menyesatkan konsumen. Pelarangan penayangan iklan terhadap iklan iPhone JG
Apple merupakan kali keduva, dimana pada iklan pertama dlanggap menyesatkan
karena mengatakan bahwa ponsel keluarannya memungkinkan pengguna untuk
mengaktifkan fungsi-fungsi vang ada di seluruh situs. Kemudian pada penayangan
kedua untuk iklan handset iPhone 3G dpple dianggap menyesatkan konsumen
mengenat kecepatan dalam mengakses intemet. Pihak Apple mengkiaim akses ke
internet sangat cepat. Dalam iklan ini ditunjukkan bagaimana kandser iPhone
masuk ke situs Goegle dan mendownioad file. Seluruh prosedur banya memakan
wakt: berapa detik saja. Akan tetapi mepurul ASA, pernyataan tersebut tidak
tepat karena akses internet vie #Phone sebenamya tidak secepat itu. Visual iklan
tersebut menggiring para penonton untuk mempercayai kehebatan Apple
tersebut,

Tanggungjawab Pelaku Periklanan wajib menyadard, bahwa upava
melindungi konsumen merupakan bagian integral dari proses, perwujudan dan
penyebariuasan fklan, Petaku Periklanan wajib menyadan tahwa iklan yang hidak
baik ate tidak benar dapat berdampak lebih negatif bagi konsumen vang
berpendidikan rendah aten berpenghasilan rendah. Dalam mengiklankan sesuatu
produk. Pelake pexikim wajib memperhatikan dan menghormati hak-hak dasar
konsamen yaiiu:
perlindungan keselamatan atas pemanfaatan sesuata produk
mendahuiukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan
mempersich informasi secara jelas dan lengkap

G o o ow

memiiih produk atan merek tertentu

e. memperoleh lingkungan hidup yang sehat

bty

didengar keluhan dan sarannya

Banyek PJI yang sudah mengantisipasi agar tferhindar dar gugatan
pelanggaran yang menganggap PJT ikut terlibat dalam tayangnya iklan yang
menyesatkan di intemet dengan membuat ketentuan layanannya {ferms and
condition) mengenal pembatasan tanggung jawab, Pembatasan tanggung jawab ini

biasanya berisi mengenai :

o5t Ingeris thien Apple Dilarang Lagi™, Libat hip/fwww. kontan.co.id, diakses tanggal 18 Mei
20089,
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Misalnya terms of condition dalam pemasangan iklan dalam detik.com:

64

Bahwa PJI tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian pelanggan atau
pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan layanan PJI yang bukan
diakibatkan oleh PJI. (untuk layanan menyediakan akses internet).

Bahwa PJI tidak bertanggungjawab atas isi dari situs pelanggan yang
ditempatkan dalam server PJI, seperti materi iklan yang terdapat dalam
iklan yang ditayangkan di intemet in casu webvertising. PII tidak
bertanggungjawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang diderita

pelanggan maupun pihak ketiga lainnya.
35

Syarat dan Ketentuan

Tarif pemasangan banner AdPoint™ berlaku mulai Februari 2008. Informasi perubahan tarif
akan diberitahukan kepada para pemasang banner AdPoint paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum tangpal berlakunya tarif bar.

Harga pembelian POINT untuk pemasangan banner AdPoint sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai 10% dan bisa berubah sewaktu sewaktu-waktu,

Pembayaran melalui transfer ke rekening : BCA Cab Graha Inti Fauzi a.n PT Agranet
Multicitra Siberkom acc. 375-301-7590 dan mengirimkan bukti transfer ke fax 021 794
1175/76 atau e-mail admin-adpoint{@a Om.com

Pelanggan tidak dapat menarik vang yang sudah terlanjur dibayarkan akibat kesalahan klien
karena tidak sesuai dengan standard yang dilelapkan.

Setelah pembayaran pembelian POINT, pemasang iklan dapat menggunakan USER ID dan
PASSWORD untuk pemasangan iklan/banner, mengontrol log/traffic, dan segala aktivitas
pemanfaatan POINT.

¢ satu account bisa digunakan untuk pemasangan dibeberapa lokasi iklan secara bersamaan.

Perjanjian hanya berlaku untuk dan terhadap nama kontak yang tertera dalam form isian
untuk mendapatkan User Id dan Password
Semua materi iklan dan akibat dari pemuatan mater tersebut adalah tanggung jawab
pemasang iklan, karenanya segala tuntutan hukum ada pada pemasang iklan.
Pencabutan materi iklan dan keanggolaan dimungkinkan apabila mater tersebut
mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), perfjudian, kekerasan dan
pornografl.
Pemasang iklan berhak memilih publisher dan zona yang diinginkan dengan melakukan
penawaran harga per view dan antar pengiklan berhak melakukan penawaran lanjutan
dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran awal/terendah, Jika ada penawaran yang
lebih tinggi, maka banner dengan penawaran yang lebih rendah akan mume ke posisi di
bawahnya.
Pemasang iklan berhak menurunkan/menghentikan banner yang sudah terpasang tanpa
mengurangi poin yang dimiliki {pause).
Banner pengiklan akan hilang karena kondisi sebagai berikut :
- Harga yang ditawarkan pengiklan paling rendah, sedangkan jumnlah posisi banner sudah
habis (kalah lelang).
- Jumlah poin yang dimiliki pengiklan sudah habis.

%5 Syarat dan Ketentuan Adpoint, http:/fadpoint. detik.com/home/terms, diakses tanggal 15 Juli

2009,

*¢ Adpoint adalah advertising detik.com. Adpoint merupakan jalan keluar dari detik.com lerhadap
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin menawarkan produknya di internet. Lihat:
htip:/aprakom com/page/7/service-ecommerce. diakses tanggal 27 Juni 2009
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« Pemasangan iklan wajib membaysy sejumlab hargs sesuai dengen jumizh point yong teish
dipilih,

s Pemasang iklan menyadari dan memahami sepenubinya balvwa sistem lelang memungkinkan
uritan pemasanpan urutan banner berdasackan nilat lelang.

» Pemasang iklan memakari bahwa sernus pemasang iklan dalam sistem ini mempunyst hak
tawar dan hak pengajuan nilal lclang yang sama dan patuh terhadap mekanisme sistem
lehang, di mana permwar tertinggi berhsk untuk mencrupat posisi tertents.

» Materi bamner AdPoint yang dapst diterima adalab fife dalam bentuk GIF {Graphics
Interchange Formal) dan JPG/IPEG (Jeint Photographic Experts Group). Selain formmt
tersebut Bdak depat ditayasgkan. Dan AdPoint detkeom tidak bertappgung jawsb atas
terjadinya kerosakan materi banner yang dikirim oleh pemasang fidan

* Besar ukuran file mateni banner maksimum 20 (duz palub) kilobyte atau ditentukan khusus
oleh publisher(situs tempat pemssangan iklan). Melebihi dari jumlah yang ditciapkan tidak
daput ditayangkan.

» Pemasang iklan bharus menyampaikan URL vang ditunjuk sutek banner dengan benar
dengan format, bttpe/.....

+ AdPoint tidak bertangeung jawab atas kerugian yang sungkin timbul yaog diakibatkan oleh
kekeliran penatisan link (URL) atsupun link kosong (broken link) dard banner yang
dipasang oleh pelagggan

» AdRoint tidak menjamin berapy Jama banner pelanpean diakses pembaca.

=+ Data Log traffic POINT Yiew yang berlaku adaleh dats yang dikeluackan olch AdPoiat.

* Pemasang iiden Bidak akan mesustet AdPoint jika tetjadi sesuata dalam kategori “force
majeur” atan keadaan 4i lnar kemampuan AdPoint sebagai penyedia lokasi banner iklan,

» Pemmasang iklan sepakat bahwa segala vrusen mengenal pemssangan iklan mengacu pada
jamkesis adpoint pada hard Senim bingga Jom'st pada pukal 930 hingga 17.00 WiB.

Dalam iklan, hubungan yang terjadi antara PJI dan konsumen adalah
hubungan non kontrakfual Apabila sese;}rang dirugikan karena perbuatan
sescorang lain, sedangkan tidak ferdapat sesuatu perjanjias, maka berdasatkan
undang-undang dapst terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang
menimbulican kerugian ito. Dimana diatur dalam Pasai 1365 KU Perdata, yang
berbunyi demikian: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerngian
terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian ifn, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1363 tentang Perbustan Melawan
Hukum maka kewajiban pelaku usaha ontuk bertanggungjawab dapat berlaku
terhadap siapa saja, fanpa raemerlukan hubungan konirak terlebih dahulu
Konsumen dalam melakukan gugatannyz tidak perle hanya berdasaskan
wanprestasi saja, Dengan adanya funtutan perbuatan melawan hukum maka
kesalahan yang dilakukan oleh pé]aku usaha bukan merupakan suatu kelalatan
atan kealpaan atas snatu prestasi perjanjian dan dapat berbentuk:

. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannmya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
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3. Melakukan apa yang dijanjikanmya tetapi terlambat;
4, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Portal dapat saja dianggap melakukan perbuatan yang merugikan
konsumen yang diatur dalam Pasal 1365 mencakup semua gradast kesalahan dan
sengaja sampar dengan lalai. Tindekan portel yang lalai dalam langkah
pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menggunakan
layanannya karena porial berkuasa ontok menentukan apaksh ikian tersebut dapat
ditayangkan atau tidak schingga menjadikannya bertanggungjawab  afas
kelalaiannya. Selain ity berdasarkan Pasal 1366 KUHPer, portal yang lalai ind
harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalainya atau
kurang hati-hati. Sedangkan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku
khususnya mengenai larangan untuk menyatakan pengaliban tanggungjawab
pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 18 UUPK menurut penulis portal tidak
melanggamya karena disini portal berfindak  sebagai media sedangkan
produsennya adalah pengiklan dan perusshaan periklanan. Pada prinsipaya
perbuatan hukum seorang agen adalah tidak dilepaskan dan pringipalnya. Dengan
kata lain, seorang prinsipal terikat pada perbuatan-perbutan hukum yang
dilakukan oleh agen sejauh jika agen tersebut tidak melampaui batas-batas
kewenangan yang diberikan kepadaaya.

32.3 Tanggung Jawab Terhadap Produk.

Ada beberapa hal yang diinginkan olgh konsumen pads saat hendak

membeli produk, diantaranya; */

1. Diperolehnya informasi yaog jelas mengenai produk yang akan dibel;

2. Keyakinan bahwa produk yang dibelinya tidak berbahaya baik bagi kesehatan
maupun keamanan jiwanya,

3. Produk vang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas,
ukuran, harga, dan seébagainya;

4. Konsumen mengetahui cara penggunaannya;

3. Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan
baik;

TElisatris Gultom, Perlindungan Konsumen Dalam Transaks Perdagangan Melalui E Commerce,
dalar Mieke Komar, O Cit, him. 58.59,
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6. Jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesual alay tidak dapat
digunakan maka konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk
ataupun wang.

Misalnya pada kasus penawaran produk yang seolah-olah mengandung khastat

tertentu padahal tidak. Contohnya pada kasus Zygon International, Inc. dan Dane

Spotts®™yang digugat karena menawarkan produk yang dinamakan Learning

Machine dan the SuperMind, melalui iklan di mail order katalog dan website &i

internet. ITklan tersebut mengsambarkan khasiat yang dapat diperoleh edalab

proses penurunan berat badan secara cepat, dan dapat menambah pengetahuan

melalui 1.Q

FTC kemudian melakukan investigasi pada negara-negara bagian untuk
mencari kebenaran informasi tersebut. Hasilnya FI'C mendapati bahwa informasi
yang ditawarkan tidak sesuai dengan manfeal dan pihak perusahsan hanya
menjual suplemen obat vang tidak herkhasiat apapun. Pada tanggal 24 September
pada rapat administrasi penyelidikan akhir, FTC menetapkan Zygon harus
membayar $§ 195000 sebapai biaya kompensasi ates kerugian yang didenta
konsurnen karena klaim produk yang saiah.

Prinsip tanggung jawab mutlak, delam hukum periidungan konsumen,
secara umum diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga
dapat merugikan konsumen., Asas ‘tanggung jawab tersebut disebut product
liability. Product Liability didefinisikan sebagai tanggung jawab para produsen
untek produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang memmbulkan atao
menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut,”

Setiap produk cacat vyang menimbuiken kerugian pada konsumen
membawa pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Menurut A.Z Nasution, harus
dibedakan antara tanggung jawsb preduk dengan tanggung jawab pelaku usaha
produk pada amumnya.’m

*® LIS KTC Cases huternet,ibid.

¥DL.Dann, “Srict Lishility in the USA?, sebagaimana ditulis dalam Edmon Makarim,
Ihid, Wm.372-373

# A2 Nasution,Op., Cit, h.246
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Berdasarkan Convention on the Law Applicable to Products Licbility (The
Hague Uonvenmtion)', Article 3 yang mengatur masalsh product lability
disebutkan hahwa tangpungjawal produok berlaku terbadap:

1. Manufacturers of a finished preduct or of a component part

2. Producers of a naturael product

3. Suppliers of a product

4. Other persons, including repairers, and warchousemen, in the commercial
claim of preparation or distribution of a product,

Diengan demikian pada intinya konvensi The Hague menerapkan adanya
suatu tangoungjawab secara hukwm dari orang atan badan yang menghasilkan
sugtu produk, atau dari orang atau badan yang bergerak dari suatu proses untuk
menghasitkan suatu pi:oduk atan dari orang atan badan yang menjual atau
mendistribusikan preduk tersebut. Hal ini termasuk juga perusahaan yang
penjualan dan produksinya dilakukan dengan cara memasang iklan di media cetak
maupun elektronik.

Berkenaan dengan masslah cacat atan rusak (defect) dalam pengertian
produk vang cacat atau rusak (defective product) yang menyebabkan produsen
harus bertanggungjawab, dikenal tiga macam defect, yaitu:*

1. Production atau manyfactwring defects, yaitu apabila suatu produk dibuat
tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut Hdak
aman hagi kcz;smnm;

2. Design Defect, yaitn apabila bahaya dari produk tersebut lebib besar
daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila
keuntungan dari desain produk tersebut iebih kecil dari resikonya;

3. Wamning or instruction defects, yaitu apabila buku pedoman, buko
panduan tidak cukep membenkan peringatan-peringatan  (warnings)
tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk
tentang penggunaan yang amar,

diakses tangpal 13 Juli 2000

“perkins Cole, Product Hability in the United States, (Washington DX:Library of Conggres, 1991}
sehagaimans dikutlp dalam HE Sacfullah, Product Habilitv Tongyuny jowab Produsen & Era
Perdegangan Bebas (FakartaJurmal Hukum Bisais Vel 5,1598), hlm.54.
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Migalnya kasus antara Global World Media Corp.dan Sean Shayan™ dalam
promosi suplemen diet “High” di internet. Terdapat kesalzhan pernyataan
mengenai keamanan produk dan petunjuk dokter vang dapat menyebabkan
dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan jiwa.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan
atay kerugian konsumen skibat mengkonsumsi barang vang dibasilkan atau
diperdagangkan. Portal schagai pengelola virtua! mall tidsk bertanggungjawab
fangsung ferhadap segala kerugian yang dialami konsumen dalam melakukan
peganjian jual beli antara e-merchant dengan Konsumen karena pengelola virtual
hanya menyediakan tempat untuk bertemunya e¢-merchant dengan konsumen.
Segala kerupian balk untuk koalitas, kerusakan, atay keterlambatan dalam
pengiriman  barang  merupakan  tanggung  jawab  gmerchani.  Dalam
pelaksapaannya ¢-merchant dari suate virtual! mall hanya memberikan gantt rugi
berdasarkan product Liabifity terhadap barang yang dipesan mengalami kerusakan
atan ada cacai terhadap barang pesanan konsumen saja dan untuk masalah
keterlambatan pengiriman e-merchant tidak memberikan ganti rugi.

Namun Pasal 27 UUPK memberikan batasan pelakoe vsaha dalam
melepaskan diti dari tanggung iswab atas kerugian yang diderita konsumen
apabila bLarang tersebut terbukii scharusnya tdak diedawkan atau fidak
dimaksudkan untuk edarkan, cacat barang timbul untuk pada kemudian hard, cacat
timbul akibal ditaabinya ketenfuan mengenai kualifikasi barang, kelalaian yang
diakibatikan konsumen, dan lewatnyz jangka waktu peruntutan 4 (empat) tahun
sejak barang dibeli atau lewatﬁya janghka waktu yang dipecjanjikan. Pembuktian
unsty keszlahan merupakan beéban yang harus ditanggung pihak pelako usaha
untuk membukiikan ia tidak bersalah. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 28
UUPK. Pada jenis kemugian produk vang dikonsumsi, komsumen dapat
mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban penjual/produsen untuk
menjarin kualitas produk. Tuntutan itu dapat berupa pengembalian barang sambil

menuntutkembali harga pembelian, atau penukaran dengan barang yang bak

B FYC Cases Internet, ibid.,
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mutunya, Jaminan terhadap kualitas produk dapat dibedakan atas dua macam,
yaitu Expressed Warranty dan Implied Warranty.

Expressed warranty atau jaminan secara tegas adalah suatu jaminan atau
kualitas produk, yang dinyatakan oleh penjual ateu distributornya secara hisan atau
tulisan. Ddengan adanya expressed searranty ini. Berarli produsen/pemjual
bertanggungjawab antuk melaksanakan kewajibannya untuk menjamin mufu
barang danfatau jasa yang diproduksi danfatan diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu yang berlakn terhadap kekurangan atau kerusakan dalam
produk vang dijualnya. Dalarn hal demikian, konsumen dapat mengajukan
tunfutannya berdasarkan adanya wanprestasi dari pihak penjual. Perabebapan
terhadap tanggung jawab terhadap pihak penjusl yang didasarkan adanya kontrak
tersebut membuat ruang lingkup menjadi terbatas, yaitu hanya timbul di antara
pthak-pthak yang mengadakan kontrak dan pihak fain yang juga menjadi korban
dari sustu produk cacat/rusak tidak akanm terlindungi ataw berdasarkan privity of
coantract,

Sementara itu, Implied Warranty adalab jamninan berasal dari undang-
undang atau bentuk hukum lain. Mizalnya, kewajiban penjual untuk menanggung
adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual meskipun iz tidak mengetahui
adanya cgeat 1tu, keewali jika ia dalam keadaan vang demikian telah minta
diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun (Pasal 1506
KUHPerdata). Menurut Pasal 1504 KUHPerdata, penjual diwajibkan menanggung
terhadap cacat tersembunyl pads barang yang dijual, yang membuat barang itu
tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud (not fit 1o purpose), atau vang
demikian mengurangi pemakaian v sehingga secandainya pembeli mengetahu
cacat itu, 1a samz sekali fidak akan membeli barangnya, atau tidak akan
membelinya selain dengan harga murah. Apabila penjual telah minta diperjanjikan
untuk tidak mepanggung sesuatu apa pun dalam hal adanya cacat tersembunyi
pada barang yang dijualnya, hal it berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada
barang itn menjadi resiko pembeli sendid. Jadi jaminan vang diberikan dalam
implied warranty adalah jaminan tentang pemilikan, jaminan tentang kelayakan,

dan jaminan bahwa yang dijoal cocok untuk dipasarkan.™

“dmon Makarim, ibid, hlm.367
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BAB 4
PORTAL SEBAGAI AGEN ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA
DENGAN UUITE DAN UUPK

4.1 Portal Sebagal Agen Elektronik

“Technology is also not independent or autonomaous it does not have a life
of ils own. Technology &s a social process which iy socially and institutionally
smbedded. It is creafed and adopted (or noty by human agency: individuals,
organization societies. The ways in which technologies are used-even their
creation-care conditioned by their social and their economic context...™

Dalam pandangannya Peter Dicken fersebut menunjukkan bahwa
teknologi tidak bersifat independen atan tidak otonom yang tidak dapat hidup atau
berkembang dengan sendirinya. Teknologi adalah suatu proses sosial yang
dicipiakan dan diserap dan dilembagakan oleh manusia sebagai agen baik oleh
individu-individu, organisasi-organisasi maupun oleh masyarakat.

Pasal 1 butir (8) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tenteng Informasi dan
Transaksi Elektronik (U1 ITE) mendefinisikan agen elektronik sebagal perangkat
dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakakan suatu tindakan terhadap
suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh
orang.

Menganai penvelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 UU
ITE, yang berbunyi demikian:”

{1} Selizp Penvelenpgara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman seris berdanggungiawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektromk sebagaumana mestinya.

{2y Penyelenggars  Sistem  Elekwonik  bertanggungiawab  terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentnan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak berlaku dalam hal
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atan
kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Berdasarkan pengertian diatas, portal sebagai agen elektronik harus
menyelenggarakan  sistem elektoniknya secara  andal, aman, dan

bertanggungiawab.

* Peter Dicken, Global Shift: Transforming The World Economy, Third Bdition, (London: Paul
Chapman Publshing Lid, 200001156
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Definisi agen menumt Black™s Law Dictimzary:z “dgency is a relationship
between twa person, by agreement or otherwise. Where one {(the agent}) may act
on behalf of the other (the principel} and bind the principal by words and
actions.,

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa agen adalah
suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipil, karena agen tidak melokukan
pembelisn dari prinsipil. Barang-barang tetsp menjadi milik prinsipil sampai
diselesatkannya proses peniualan melalui penyaluran atau penyampaian barang
kepada pihak konsumen,

Dalam prinsip umum dari hukum keagenan di Amerika Serikat adalah
bahwa prinsipal hanya akan terikat dan berlanggungjawab sebatas pada lingkup
kewenangan yang dibeﬁkwmya kepada agen. Prinsipal tidak bertanggungiawab
atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketipa yang tidak pemah secara jelas
dan implisitnya ditunjuk sebagai agen.’ : Y

Demikian pula halnya dalam masalsh agen yang diater dalam bukum
KUHPerdata Belanda. Berdasarkan atursn omuem tersebuf, pada prinsipnyva,
perboatan hukum seorang agen adalah tidak dapat dilepaskan dan prinsipalnya.
Dengan kata lain, seorang prinsipal terikat pada perbuatan-perbuatan hukum yang
dilakukan oleh wakil atau agennya sejauh jika wakil astau agen tersebut tidak
bertindak melampaui atas-batas kewenangan yang diberikan padanya. Agen yang
dimaksud disini adalah pihak-pihak yang menjadi peraniarz antara prinsipalnya
dengan pihak kefipz fersebut. Jika seorang agen bertindak fanpa {in cfan
kewenangan dar prinsipalnya, naaka prinsipal tersebut tidak akan tertkat pada
perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh si agea. Sedangkan apabila agen
atau wakil tersebut bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh
prinsipalnya, maka pihak lain dapat mengklaim atan menggugat agen tersebut.’

Di Indonesia, pada prinsipnya perbuatan hukum seorang agen adalab tidak
dilepaskan dari prinsipalnya. Denpan kata lain, scorang prinsipal tenkat pada

*Black's Law Dictionary with pronupsiations, sixth edition (StPasi, Minn: West Pyblising
Co.,1990) :

M. Arsyad Sanusi, Op.Ciz.,blm, 200

bid, him. 278
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perbuatan-perbutan hukum vang dilakukan oleh agen sefauh pika agen tersebut
tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dengan penegakan hak-hak konsumen dalam sistem elektronik secara
tidak langsung semua warga negara menjadi berhak atas suatn penyelenggaraan
sistem yang baik dan bertanggungjawab, serfa otomatis terhadap tindakan
seseorang yang menyalahgonakan atau menyerang keutubao sistem, berarti ia
tidak hanya merugikan orang terschut melainkan juga mengkhianati st yang
dibangun dalam komunitasnya dar/atan dapat dikatakan relanggar nomma
ataupunt kepentingan hukum publik yang berlaku berkenasn dengan sistem
tersebut,

Seorang wakil atau agen dari pemilik dapat memiliki kepentingan apabila
1a telah melakukan pertanggungan. Hubungan dengan pokok pertanggungan ini
menciptakan kepentingan baginys scdemikian rupa schingga terfanggung akan
mendapatkan keunfungan dengan adanya keselamatan dan keamapan dan pokek
pertanggumgiawaban fadi. Hal sebaliknya, 1a akan menderita kerugian bila terjadi
kerusakan pada pokok pértanggtmgan.

Portal sebagai agen elektronik dalam TJUPK termasuk dalam pelaku usaha, hal
tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 bahwa,

“Pelaku Usaha adalsh setiap orang perseorangan atan badan usaha, batk
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didinkan
dan berkedudukan atan melakukan kegiatan dalay wilayah hukum negara
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian
menyelenggarakan kegiatan vsaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan pasal tersebut pelakn usaba yang termasuk dalam
pengertian di atas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,
pedagang, distributor, dan lain-lain.Dapat distmpulkan pengertian pelaka usaha
disini tidak hanya pada produsen yang menghasitkan barang dan/afau jasa
melainkan termasuk para distributor, agen, serta para pihak lainnya yang
raelakukan fungsi pmdiszribasian‘ dan pemasaran barang danfatau jasa kepada
masyaarakat luas selaku pemakai dan atay pengguna barang dan/atau jasa.

Terkait dengan transaksi di internet, pengertian tersebut mengungkapkan
bahwa pelaku usaha adalah pihak penyedia barang dan afau jasa di internet yang
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merupakan orang perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum ataupun

tidale, didinkas dan berkedudukan di dalam wilayah hukum negara RI, atau

didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RL?

Menurut penulis, portal sebagal agen dapat termasuk dan pelaku usaba
karena portal memenuhi pengertian dari Pasal 1 butir (3) tersebut yaitu melalui
perjanjiannya dengan penyelenggara jasa internet dalam hal ini Internset Services
Provider (ISP} yang menjalankan portal dengan menyediakan akses 24 (dvapulih
empat) jam untuk dan portal menyelenggarakan kegiatan ckonomi dengan
meraposting iklan dalam websize. Oleh karena itu, portal sebagai agen elekironik
juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang
sehagalmana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilal tukar barang dan/atan jasa vang diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dard tindakan kensumen yang
beritikad tidak baik;

¢. hak untuk meiakvkan pembelaan dirl sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumert;

d. hak untuk rehabilitasi nama bak apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diaskibatkan oleh barang/atan jasa vyang
diperdapgangkan; _

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perafuran pernindang-undangan lainnya,

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pagal 7 UUPK adalah:

a, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jssa serta memberi penjelasan  penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan,

¢. memperiakukan atau melayani konsumen secara henar dan jujur serta tidak
diskriminatif,

d. menjamin mut barang danfatau  jass  yang diproduksi dan/ateu
diperdagangkan berdasarkan ketenivan standar mufu barang dan/atau jasa
yang beriaky;

*Bdmon Makarim, op.cit,him. 347,
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e. ‘'memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang/jasa tertenta serta memberi jaminan dan ateu jasa fertentu seria
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;

f member kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g memberi kompensasi, ganti rugi, dan/aiau penggantian apabila barang

dar/atau jasa vang diterima atau dimanfaatkan Hdak sesuai perjanjian.

4.2 Keterkaitan Portal Sebagai Agen Elektronik Dengan UUPK & UU ITE

Keterkaitan antara UUPK dan UU ITE dapat dilthat pada Pasal 15 ayat 1
U ITE vang berbunyi demikian, "Sctiap Penvelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan  Sistem  Elektronik secara andal dan  aman  serta
bertanggungjawab  terbadap beroperasinya Sistem Elekironik sebagaimana
mestinya.” Sistem elektronik hanya dapat dipercaya apabila sistem fersebut dapat
dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh para profesional
vang terkait atan mempunyal kemampuan untuk itu (teknikal, manajemen, dan
hukcum) sehinggs ia dapat dikatakan andal dan aman serta bekerja sebagaimana
mestinys (working property).® -

4.2.1 Andal

Pengertian “andal” dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 UU ITE adalah
sistern  elektronik memiliks kemampvan  yang  sesuai dengan  kebutuhan
penggunaznnya. Menurut Edmon Makarim, andal yaitu apabila sistem elekiyonik
tersebut  secara fcknikal  telah dibuat  sesuai persncansan  atau
pengimplementasiannya dengan peruntukkannya. Dengan kata lain sistemn
elekironik sesual dengan spesifikasinya atau fungsinya. Fungsi sistem elektronik
yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir (5) adalah mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah,  menganalisis, meavimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

"Hebagaimana yang ditegaskan oleh Edmon Makarim dalam modul peckuliahan hukurs tslernatika.
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Pada penjelasan umum UL ITE, dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan
melalui jatingan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis
sistem komputer merupakan sistern elektronik yang dapat dilihat secara virtual,
selain itu juga disebutkan bahwa sistem elektronik adalah sistem komputer dalam
arfi Jugs, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat Ionsk
komputer, tetapi jugs mencakup telekomunikasi dap/atan sistem komunikasi
elektronik.

Perangkat lunsk atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang
diwujudkan dalam benfuk bahasa, kode, skema, atanpun benfuk fain, vang apabila
digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu
membuat komputer bekerfa nntuk melakukan fungsi kbusus atag untuk mencapai
hasii yang khusus, termasul persiapsn dalam merancang insbuks: tersebut
Ringkasnys, dengan tinjanan berdasarkan atas peranan dan fungsinya suatu sistem
informasi terdin atas keberadaan fungsi-fungsi inpwt, proses, oufput, storage, dan
communicalion.

Pasal 7 huruf b UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban
untuk memberikan informasi vang benar, jelas, dan jujur mengenal kondisi dan
jaminan atas barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan. Dengan demikian Portal sebagai agen elektronik
memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang berkesinambungan
dengan menyatakan bahwa webgife tersebut akuf sehingga pengpuna layanan
tersebut dapat mengkomunikasikan informasi elektronik secara tepat ataupun
melakukan transaks: elektronik dengan aman dan nyaman

Dalam tahap-tahap proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen
mungkin saja membutuhkan bantuan tertentu, misalnya menyangkut. informasi
mengenal karakteristik produk yang dibutuhkan dan berbagai alternatif merk.
Untuk ity dibutuhkan akfivifas layanan terhadap konsumen yang bertujuan
memuaskan konsumen. Menurot Pasal 9 UU [TE, Pelaku ussha yvang menawarkan
produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang fengkap dan
oenar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditavearkan,
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Dengan demikjan memberkan informasi yang benar, jelas, jujur
merupakan kewajiban pelaku usaha sehingga konsumen bisa mendapatkan
kejelasan mengenai produk tersebut dan dapat mempercayam sistern yang
disediakan oleh produsen untuk digonakan dalam fransaksi. Dimana hal tersebut
juga diatur dalam Pasal 4 haruf (¢} UUPK mengenai hak konsumen atas mformasi
vang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta dalam Pasal 7 horuf b mengenal kewajiban pelaku usahs dalam membernikan
informasi vang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Dalam e-commerce, bentuk layanan terhadap konsumen vang dapat
diberikan  portal melipui menjawab setiap perlanysan dani  koosumen,
menyediakan fasilitas pencarian dan perbandingan, miszinya dalam bentuk search
engines, menyediakan informasi teknis yang bersifat interaktif dan user-friendly
kepada konsumen, membenkan kemudahan bagi konsumen untuk melacak status
pesanan (contohnya FedEx dan jasa kurir lainnya) atau rekeningnya (seperti di
Internet Banking berbagal bank nasional maupun internasional), memudahkan
konsumen untuk melakukan customization atas produk yang di pesannya dan
melakukan pemesanan melalnj online, dan lain-lain.

Perlindungan konsumen tersebut dapat meningkatkan pemberdayann
konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen. Definisi ini terkait dengan Doktrin yang berkerabang dari Caveat
Emptor atau let buyer aware yaitu pihak pembeli yang berhati-hati menjadi
Caveat Venditor yang justra harns berhab-hati adalah pelaku usaha karena pelaku
usgha adalah pihak yang paling mengetahm informasi secara benar, jelas, dan
jujur atas setiap produk yang ditawarkan karena pada kenyataannya konsumen
tidak mendapat akses vang memadal terhadap barang yang dikonsumsinya akibat
ketidakterbukaan pelaku usaha dalam mengimformasikan produk yang ditawarkan.

4.2.2 Aman

Pengertian “‘wman” dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 adalah aistem

glekironik terlindungi secara fisik dan nonfisik. Apabila sistem tersebut telzh
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mengembangkan sistem keamanan elektronik yang sesuai dan/atau dapat dijamin

oleh penyelenggara sistem clektronik tersebut.”

Serangan melalui intemnet dan jaringan yang merusak keamanan sistermn

elektronik dapat berupa sebagai berikut:®

i

Malware (Malicious Ware)
o Virus adalah program yang bertwjuan untuk mengubah cara bekerja
komputer fanpa seijin pengguna;
& Worm adalah program yang menggandakan dirinya secara berulang-
ulang di komputer schingga menghasilkan sumber daya;
» Trojan adalah program/sesuaiy yang menyerupal pProgram  yang
bersembunyi di dalam kemputer kita
Malware 1} zkan mengirimkan payload {kejadian destruktif yang
dikirimkan oleh program.
Serangan Denial of Service (DOS Attack)
s  DOS dnack
Serangan yang bertyjuan untuk mengggangu akses komputer pada
lavanan web atau e-mail. Pelaku akan mengirimkan data yang tidak
bermanfaat secara berulang-ulang. Dimana akibatnva izringan akan
memblok pengunjung lainnya.
e Back Door
Program vang menningkinkan pengeuna tak terotorisasi untuk masuk
ke komputer tertentu.
* Spoffing
Teknik wntuk memalsnkan P komputer sehingga dipercaya oleh
jaringan.
Akses dan penggunaan tak ferotorisasi
Penggunaan tak ferctorisasi adalab penggunasn komputer atau data-data
didalamnya untuk aktivitas #flegal atan tanpa persetujuan penggona,

Sistern pengamanan terhadap e-compmerce sangat berksitan dengan

perlindungan konswmen, Untuk itu diperfukan penyediaan jaringan vang cukup

" Ibid.,

sl(.eamman & Epka Teknclogi Informmasi, hifp:#rincan staffuns ae 3/files/2008/1 m@g

~dalapn-teknologiinformasi, diakses 27 Juni 2669
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memadai untuk mengontrol keamanan transaksi. Pihak pengguona internet yang
hendak beriransaksi, ISP, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi di intemnet
juga mempunyzi langgung jawab untuk memahami kebijakan keamanan dan
sistem yang digunakan yang meliputi proses, dan mekanisme, dan prosedur untuk
menjaga keamanan data.’

Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik, harus dapat
mermberikan petlindungan terhadap pengubahan, penambahan, atau perusakan
oleh pthak yang tidak bertanggungjawab terhadap data dan informast, batk selama
dalam penylmpanan maupun selama proses fransmisi oleh penginm kepada
penerima, dan perbuatan pthak yeng {idak berianggmngjawab yang berusaha
memperoleh  informasi  yang dirshasizkan, balk  secara  langsung  dan
penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh penginm kepads penenma
{upaye penyadapan) Berhubung dengan itu, sistemt pengamanan transaks:
elektronik harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengaman yang berkaitan
dengan aspek-aspek:'®

a. Confidentialily

Confidentiality menyangkut kerahasiaan dari data dan/atau informaesi, dan
periindungan bagi mformasi terssbut terhadap pihak yvang tidek berwenang.
Informasi scharusnya dilindungi terhadap pihak luar yang tfidak berwenang,
terhadap hackers, dan terhadap infersepsi atau gangguan selama transmisi melalm
jaringan k{}mimikasi. sedang berdangsung. Caranya adalah dengan membuat
informasi “tidak dapat dipahami” {(unintelligible} ocleh pibak-pihak yang
berwenang atau tidak bertangpungiawab itu. Untuk membuat informasi itu “tidak
dapat dipahami”, is] dari informasi itu harus diransformasikan sedemikian rapa
sehingga informasi itu tidak dapat dipahami (tidak decipherable) oleh siapapun
yang tidak mengetahtd prosedur dari proses transformasi 1tu.

Uniuk e-commerce, canﬁdentia:’{y sangat penting untuk melindungi,

misalnya data keuangan suatu organisasi atan perusahaan, informasi yang

"R. Pethia etal,"Guidelines for the Secure Opemtion of The Infernet”, RFC 1281
November155991, Bebagaimana tertnlis dalam Edmon Makarisn, op.oif, Hmd02,

“Kamlesh K Bajaj & Debjaai Nag, Op,Cith 198-199, Nabil R.Adam et sL0p,Cie 5125127,
Baca juga Thomas J. Smedinghoff {ed}, Online Law the SPA’s Legal Guide to Dolng Business on
ke Internet Addison-Weslwy, Devclopers Pregs, New York, 1996,5.29-32, Baca juga Bruce
Scheiner, “Applied Cryptoography:protocols, algorithms, and source code in €, 2* edition, Jobn
Wiley & Sonis, Ine.,, 1996, Schagaimang vang ditelis dalam Sukarmi, op.ci, hilm. 174,
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menyangkut product development, dan berbagai jenis informasi rahasia lainya
terhadap pihak-pthak yang tidak berwenang atau terhadap pihak siapa rahasia ita
ingin dirahasiakan. Bagi bank, misalnya data mengenal simpanan niasabah pada
bank tersebut harus dapat dirahasiokan sebagaimana hal itu diwajibkan dalam
undang-undang.

Dalam dunia e-commerce, informasi yang dikaitkan dengan waktu,
kerahasizan dari informasi sangat penting. Daflar harga atan laporan penelitian
menghendaki tingkat kerahasiaan yang tinggi selama suatu jangka waktu tertentu.
Rahasia itw perlu dijaga karena menyangkut daya saing perusahaan tersebut
terhadap para pesaingnya. Setelah jangka waktu tersebut lewat, informasi tersebut
boleh dipercleh secara bebas karena fidak perlu dirahasiakan.

Terjadinya kebocoran terhadap suatu mformasl yang dipercayakan oleh
pibak lain tidak mustahil dapat menimbulkan tuntutan ganti rug dan pibak yung
mempercayakan informasi itu kepada kita. Pembocoran rehasia perusabaan oleh
orang dalam dapat mengakibatkan hancurnya daya saing perusahaan fersebut,
yang lebih lamgut dapat xﬁenimimﬁ(an kerugian firancial yang besar.

b. Integrity

Invegrity menyangkut perlindungan data terhadap usaha memodifikasi data
itu oleh pihak-pihak vang tidak berfanggung jawab, baik selama data itu disimpan
atau selama date untuk dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengamanan harus
marapu memastikan bahwa pada wakfe informasi ite diterima oleh penenma,
imformasi ita haros muncul sama ketika informasi itu disimpan atau dikmrimkan.
Sistem pengamanan yang dibangun hams memungkinkan untuk mengetahui
apabila terbadap isi yang ashi dart informasi yang dikirimkan ifu telah tegadi
modifikasi, tambahan atau penghapusan. Sistem tersebut juga harus mencegah
“dimainkan kembali”® (re-plaved) inforr;lasi itu, misalnya fresh copy dan data
tersebut dikirimkan lagi dengan mengadakan otorisasi yang semula dipakai ketika
pesan yang sesungguhnya dikirimkan, Oleh karens ite, diperlukan adanya suatu
mekanisme yang dapat memastikan kebenaran dari 151 pesan yang dikirimkan itu
untuk dapat memastika otentikasi atas pembuatan salinan dari pesan terscbut,

yaitu otentikasi bahwa salinan itu sesuai dengan aslinya.
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¢.  Authorization

Authorization menyangkut pengawasan terhadap akses kepada informasi
tertentu. Transaksi-transaksi tertenty mungkin hanya dapat diakses oleb pihak-
pihak tertenty saja, scdangkan fransaksi-transaksi yang lain tidak. Auwthorization
dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang
untuk dapat berbuat sesvatu di dalam lingkungan jaringan informasi il
Pembatasan tersebut adalah bergantung peda secwrity level dart pihak yang
bersangkutan,

Pembatasan ite menyangkut sampai sejauh mana pihak yang dibent
kewenangan untuk melakukan akses terhadap hal itu diberi wewenang untuk
dapat melakukan hal-hal sebagail berikut:

1} memasukan data/informasi ;

2) membaca data/informasi;

3) memodifikasi, menanbab atan menghapus data/informasi;

4) mengekspor/mengimpor data/informasi;

5) mengeprint data/informasi.
Hak-hak tersebut dapat dikendalikan atau diawasi, baik dilakukan oleh petugas
tertentu atau oleh suatu unit tertentu yang ditugasi khusus untuk keperluan
tersebut, dengan cara menggunakan dceess Control List (ACL). ACL adalah suata
daftar yang memuat siapa-siapa saja yang memiliki akses kepada data/informasi
tertentu dn tingkat kewenangen dari masing-masing atau pejabat tersebut untuk
mengakses data o,

d. Avatlability

Informasi yang disimpan afau ditransformasikan melalui Jjaringan
komunikasi barus dapat tersedia sewakifu-waktu apabila diperlukan. Sistem
perlindungan ite haros dapal mencegah timbulnya sebab-sehab vang dapat
menghalang: tersedianya informasi yang diperlukan itu. Kesalahan-kesalahan
jaringan {(network errors), listik mati (power out-ages), kesalahan-kesalahan
operasional (eperational errors), kesalahan-kesalahan yang bersangkutan dengan
aplikasi dari piranti lunak yang digunakan (software application), masalah~

masalah yang menyangkut piranti keras (hardware problems), dan wvirus
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merupakan beberapa sebab yang dapat membuat informasi yang diperfukarn it
meniadi tidak tersedia ketika dibutubkan (unavailability of information).
e Authenticity

Authenticity atav aguthentication mewyangkul kemampuan seseorang,
organisasi, atan komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang
sesuaggubnya dari mformas: terscbut. Semua pihak yang terlibat dalam suvate
trangaksi harus merasa aman dan pasti bahwa komunikast yang terjadi melalui
Jaringan di antara pihak-pihak itu adalah benar, vaitu benar bahwa para pihak
yang berhubungan dengan pihak-pihak yang sesungguhnya diinginkan daa benar
mengenal informasi yang dipertukarkan di antarz mereka,

Apabila suatu pesan diterima, maka penerima barus dapat memverifikasi
bahwa pesan itu benar-benar dikiimkan oleh orang atau pihak yang
sesunggubinya. Sebaliknya juga harus dapat dipastikan bahwa pesan tersebut
memang telah  dikirimkan kepada dan tfelah ditemma olch pihak yang
sesunggubnya diteju.

f.  Non-Repudiation of Origin

Non-Repudiation of Origin  atau  Non-Repudiability menyangkut
petlindungan terhadap suatu pihak yang feriibat dalam suatu transaksi atan
kegiatan komunikasi yang di belakang hari pihak tersebut menyanggah bahwa
transaksi atau kegaiatn tersebut benar telah terjadi Sistem Non-Repudiation of
Origint atau Non-Repudiability, harus dapat membuktikan kepada pibak ketiga
yang Independent mcngenai originalitas dan mengenai pengiriman data yang
dipersoalkan itu.

Setelah suatn pesan dikinimkan kepada pihak lam, maka pengirim hamg
tidak mungkin dapat membantah bahwa dia telah mengirimkan pesan tersebut.
Sehaliknya juga, penerima pesan fersebul seharusnya tidak mungkin dapat
membantah bahwa yang bersangkutan telah menerima pesan tersebut.

g Audictibility

Data tersebut harus dicatat sedemikian rupa bahwa terhadap data ity semua
syarat confidentiolity dan Integrity yang diperlukan telah terpenuly, yaitu bahwa
pengiriman data tersebut telah dienkripst {encrypted) oleh pengiriminya dan telah
dideskripsikan {decrypied) olch penerimanya sehagaimana mestinya.
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Dalam kaitannya dengan solusi keamanan informasi, maka kelentuan keamanan
informasi yang digunakan dalam memenuhi persyaratan hukum ini meliputi

Digital signature, verifikasi terhadap digital signature yang diperkirakan
oich hukum dalam keadasn pasti untuk menentukan autentisitas, integritas, dan
nonrepudiation. Pada akhimya digital signoture dapat dimungkinkan juga untuk
persyaratan tertulis dan tandatangan;

Repiies and acknowledgesments dengan log menunjukkan apakah
diterima, pengirim mengidentifikasi, pada kenyataannya suatu pernyataan yang
dikirim akan membantu memverifikasi sumber komunikasi. Melaloi pemeliharasn
suatu rekaman, maka setiap pesanan email dapat diauteatikasi.

Repeat-back Acknowledgments, teknik pengiriman pernyataan untuk
menetapkan autentikasi dan komunikasi elektronik dapat diarnbil salab satu tabap
yang selanjuinya menctapkan integritas dari suaty komunikasi.

The use of a process or system that produces a demonstrably Irusiworthy
document, teknik ini meliputi penggunaan sistern komputer untuk membenmk
fungsi pemeliharaan rekaran secara otomatis, Informasi Jog menunjukkan sumber
dari rekaman dan waktu pembentukannya atau receipt menetapkan lebih fanjut
bukti dari autentisitasnya. -

Dateftihme stamping, mengtapkan cara lain untuk memverifikasi bahwa
komunikasi tidak divbah. Date/time stamping merupakan permasalahan untuk ¢
message digest dati komunikasi,

Trusted third parties, para pihak dapat menstapkan integritas komumikag
melalul pengiriman, dan penerimaan emua komunikasi elektreniknya melalui
pihak ketiga yang netral yang dupat memperbanyak dari setiap komunikasi.
Asumsinya bahwa pihak ketiga adalah jujur.

Encryption, jika pengiritn menginginkan pengiriman melalui komunikasi
clektronik untuk si recipiemi dan menjaga kerzhasisanya, penginim dapat
mengencrypt komunikasi.

Perlindungan terhadap keamanan sebuab sistem komputer mutlak haos
dilakukan. Hal tersebut untuk menyikapi keinginan konsumen untok bertransaksi
secara aman., Pengamanan dalam bertransaksi meliputi  sistemn  keamauan

korunikasi, keamanan komputer, keamanan dar segi fisik, keamanan individu
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vang teriibat, keamanan secara administratif, dan keamanan media yang
dilakukan.'' Dengan demtkian apabila portai telsh memberikan jaminan bahwa
sistem yang dimilikinya dapat mengamankan soatu transaksi, jaminan itu haruslah
benar dan transaksi memang beralan dengan benar dan aman. Oleh sebab ifu
penyelenggara jasa harus melakukan malafenance terhadap sistemmnya secara
berkala dan meng-wpdate sistemnya dengan sistem yang bars yang ada di
masyarakat internet, yazig semuanya dilakukan semaksimal mungkin agar sesuai
dengan standar yang ada dalam masyarakat iniemet, dan kepentingan konsumen
dapat terjaga dengan baik,
422 Bertangpungjawab

Pengertian “bertanggungiawab™ dalam penjelasan Pasal 15 ayat | UU ITE
adalab ada subjek hukum vang hertanggunpgiawab secara hukum {erhadap
penyelenggaraan sistern elektromk tersebut. Apabiia sistem elektronik fersebut
Jjelas keberadaan identitas sobyek hukummya sebagai pelaky usaha pengembang,
dan/atau penvelenggara.'’ Portal sebagal agen clektronik dapat diminta
pertanggungiawaban secara hukum apabila terbulai melakukan kesalahan atau
kelalaian schingga oleh karenanya konsumen dirugikan atau dilanggar haknya.
Hak-hak konsumen dikaitkan dalam transaksi e-commerce adalah '

(1) Hak atas keamanan vaitu konsumen berhak untuk memperoleh keamanan
dalam bertransaksi di internet, seperti perlindungan atas data pribadinya;

(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut serta jaminap yang dijanjikan. Dalam bertransaksi di internet
konsumen berhak memilih produk yang ingin dibelinya tanpa gangguan dari
pihak lain seperti memilih dengan nyaman tanpa tatapan atau pengawasan
pentaga toko yang mengganggu, keadaan terscbut dapat terwujud apabila
melakukan {ransaksi e-commerce. Mengingat bahwa transaks ini bersifat
Jaceless. Selain itu konsumen berbak stas jaminan kualitas dar barang
dan/atan jasa tersebut;

{3y Hsk atas informasi yang benar, jelns, dan juiur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan ateu jasa. Konsumen berhak mempercleh informasi

YOune W, Purho, Mengenal E-Commerce {Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), him.23
“Edmon Makarim, Loc. Cif.
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yang dibutuhkan atas produk yang diiklankan dalam portal tersebut dengan
benar, jelas, dan jujur,

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan tersebuoi. Konsumen berhak untok menyatakan dan didengar
pendapat dan keluhannya apabila barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuat
dengan gambar ateu spesifikasi vang disepakati;

{5} Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan vpaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen. Menwrut Pasal 45 ayat 1 UUPK,
penyelesaian sengkets dapat melalm lembaga vang berwenang untuk
menyelesaikan sengketa konsumen dan mengaiuken gugstan melalui
pengadilan yang berwenang. Namun lebih dianjurkan penyelesaian sengketa
melalui musyawarah antara para pthak;

{6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti migi, dan/atauy penggantian
apabila barang dan/atau jasa vang diterima tidak sesuai dengan pergamian
atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen berhak mendapatkan ganti nigi
sesual dengan jaminan yang ftelah ditentukan apabila pelaku usghe
melakukan wanprestasi. ]

Pengertian bertanggungjawab tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 21 UU

ITE yang berbunyi demikian:

1 Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Blektromik sendird,
melalui pthak yang dikuasakan olehnya, atan melalu Agen Elektronik;

2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan pelaksanaan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diater sebagai
bertkut:

a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksansan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b, Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transeksi Blekirontk menjadi fanggung jawab pemberian
kuasa; atau

¢. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transakst Elektronik meniadi tanggung jawab penyelenggara
agen elektronik,
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3. Jika kerugian Transaksi Elektronik discbabkan gagal beroperaginya Agen
Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem
Elektronik, segala akibat hulcom menjadt tanggung jawab penyelenggara Agen
Elekironik.

4. Jika kerugian Traosaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum
memadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlakn dalam hal dapat
dibukiikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak
pengguna sisten Elektronik.

Tanggung jawab portal diatur dalam Pasal 19 UUPK. Serta dalam Pasal 7
huruf (f) dan {g} UUPK, Pelaku usaha berkewaliban memberikan ganfi rugi
memberi kompensasi, ganti rugi dan atan penggantian atas kerugizn akibat
penggunaan, pemakaian, dan  pemanfasian barang dan/atau  jase yang
diperdagangkan dan apabila barang dan/atau jasa vang diterima atau dimanfaatikan
tidak sesual perjaniian.

Apabila ferjadi sengketa antara pelakn wsaha dengan konsumen,
penyelesaiannya dapat mengajukan gugatan dengan cara scbagaimana diatur
dalam UUPK Pasal 45, 46, 47, 48 dap Perma Nomor 1 Tahun 2302 tentang acars
pugatan perwakilan kelompok {class action). Lebih spesifik spabila konsumen
yang merasa dirugiken akibat produk iklan vang menyesathan dapat mengacu
pada Pasal 20, yaitu, "Pelaku uszha perikianan bertanggung jawab atas iklan yang
diproduksi dan segala skibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.” Hal tersebut
dapat menumhubkan kesadaran pelake usaha mengenat pentingnya perlindungan
konsumen schingga tumbub stkep yang jojor dan berfangegungjawab dalam
melakunkan usghanya.

Gentt rugi dan jaminan (warrandy) vang diberikan oleh merchants atau
penjual dapat berupa jaminan kepada para pembeli atan konsiomen dengan Resworn
Policy yaitu pengembalian barang yvang ditketi dengan pengembalian barang
sscara penub (full refund), juga ada fasilitas lainnyz aotuk menjamin bahwa
barang yang dipesan tidak akan salah atau tidek sampai, dengan fasilitas order
fracking; juga ada yang menyediakan fasilitas “cancel an order”, dun pembeli
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juga bisa melacak sampai tahap mana barang tersebut dalam proses penginman,
yaitu “shipping trocking”. Selain jaminan yang dibenkan oleh penjual atau
merchant sendiri juga terdapat jaminan dari pemerintah berupa UUPK yang dapat
memberikan kedudukarn yang lebih kuat bagi konsumen,

Dalam kenyataannya bissanya portal telah menandatangani perjanjian
dengan produsen. Dimana dalam klausuloya tertulis bahwa portal #idak
bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang dialami konsumen
terhadap produk dimana iklan produk tersebut ditayangkan di portalnya,
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kestmpulan
Pada akhir penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dar permasalahan
yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya, antara Jain sebagai berikut:

1. Konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan  hukum
informatika mengakibatkan berubahnya paradigma hukum dan reguolasi
dari pendekatan analog menjedi digitel. E-commerce merupakan salah
satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi ¢leh
perkembangan teknologi informasi. Webvertising merupakan akfivitas
morketing dalam e-commerce. Webvertising adalah media baru. Yang
dimaksud dengan media baru  yaitu suatu salwan  komunikasi
nonkonvensional vang secara elektronik menyampaikan pesan periklanan
berupa teks, tanda citra_,_ atau ;}az}duaﬁnya, batk secara daring {(online)
ataupun secara laring {offline), serta dengan atau tanpa pengenaan harga
premivm, la melivatkan pihak-pihak Penyediz Layanan Akses Internet
(Internet decess Service Provider), Inang Isi Internet (fnternet Content
Host), Pengembang isi (content developer), Penghimpun Penyedia Jasa
Aplikasi (ASP  Aggregator), Penyedia tautan {(Link Provider), dan
Perusahaan Telekomunikasi {Telecommunication Company). Media baru
dapat berbentuk rentangan (banner), milis techimpun (bulk e-mail fist),
telusur Konteks {contextual search), pemasaran surel (e-mail marketing),
pertukaran tautan {(ink exchange), bayar per kiik {(pay per click), layanan
pesan singkat (SMS), layanan muliimedia (M345).

2. Hakikat ikian adalah sebagar jaml dari  semuas  pihak  vang
mengumumkaonya dan mereka bertanggung jawab atas setiap akibat
hukumnys, Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia jasa
dengan pihak konsumen pada akhirnya melahirkan suatu hak dan
kewsjiban yang mendasarl terciptanya suatu tanggung jawab. Konsep
tanggung jawab hukum merupakan bagian dan konsep kewajiban hukum.
Tanggung jawab portal dapat diuraikan kedalam 3 (tiga) hal yaitu (1)
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Tenggung jawab terhadap sistem informasi, (2) Tanggung jawab terhadap
iklan, dan (3) Tanggung jawab terhadap produk yang ditklankan tersebut
cacal. Bahwa tanggung jawab portal sebagal penyelenggara sistem
glektronik adalah bersifat mutlak (stricr Habilizyy, MNamun hal tersebul
dapat menjadi tidak mutlak apabila ada kesalahan atau kelalaian
{negligence) dan adanya force muajeure. Schingga dapat disimpuikan
bahwa tanggung jawab portal adalah tanggung jawab untuk selalu
bertanggungjawab (Presumption Liability).

. Portal sebagai Agen Elektronk dalam kaitannya dengan Undang-undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsuwmen dengan Undang-
wsdang Mo, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dapat dilihat dari Pasal 15 ayat 1 UU ITE yang berbunyl demikian, "Setiap
Penyelenggara Sistern  Elektronik harus  menyelenggarakan  Sistem
Blekironik secars andal dan aman sgerts berlanggungjawsb terhadap
beroperasinya Sistem Elekironik sebagaimana mestinya” Portal scbagal
agen elektronik harus menyelenggarakan sistem elekironiknya secara
andal, aman, dan berfanggungjawab. Pengertien “Andal” adalah sistem
elektronik  memiliki kemampuan vang sesosi  dengan  kebutohan
penggunaannyva, “Aman” adalah adaleh sistem elektronik terlindungi
secara fisik dan ponfisik, serfa “Bertanggungjawab” adalah adalah ada
subjek  hukum yang bertangpungjawab secara  hukum  terbadap
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Portal sehagai agen elektronik
dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti
melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga oleh karenanya konsumen
dirugikan atau dilanggar haknya. Pada .umunmya UUPK memberikan
suatu kontrol terhadap agen selaku pelaku usaha in casu portal melalui
kewajiban dan tanggung jawabnya yang diatur dalam pasal-pasaloya watuk
bertujuan menjamin bahwa sistem clekironik tersebut andal, aman,

berfanggungiawab,
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3.2  Saran
Selzin ite, penulis juga membenkan sumbangan saran yang kiranya dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Dalam upaya menghindari kerugian konsumen atas kecurangan yang
dilakukan pelaku usaha melalnl webvertising. Self regulation lebih
diperfukan dalam industri periklanan di Indonesia dibanding dengan
dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang penklanan yang dirasa
pesimis akan efekiif. Namun hal tersebut perln didnkung pula dengan
pemberian edukasi bagl pelake usaha periklanan dan masyarakat sebagai

konsumen.

2. Diperlukan revisi terhadap Undang-undang No.I1 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektromik terutarma mengenal perlindungan
hukum bagi hek-hak konsumen dalam webverfising maka diharapkan
terdapat pengaturan vang jelas mengenai pembedaan dan pemisashan yang
jelas antara tanggung jawab yang hares ditanggung confent creator dan
pihak perantara seperti penyedia akses internet dan operator jaringan.

3. Portal schagai agen elektrontk diharapkan dapat menjalankan fungsi atas
sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Peran
pemerintsh diperlokan antuk segerz membentuk Lembaga Sertifikasi
Keandalan, Dimana ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam
Pasal 10 ayat 2 UU ITE.
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